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MOTTO

“TIDAK MAKAN SESEORANG SATU MAKANAN
SEDIKITPUN YANG LEBIH BAIK, MELAINKAN
DIA MAKAN ATAS USAHANYA SENDIRI,
DAN NABI DAUD MAKAN DARI HASIL
PEKERJAANNYA SENDIRL"

(Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi. 1980 : 179)
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RINGKASAN

PT. Suzuki Finance Indonesia merupakan salah satu lembaga pembiayaan
konsumen yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT
Suzuki Finance Indonesia menggunakan model pemberian dana dengan formulasi
baru yaitu calon debrtur vang ingin memiliki kendaran bermotor cukup datang ke
pthak penyuplai (dealer) untuk memilih kendaraan bermotor roda dua yang
diinginkan kemudian pihak penyuplai akan menghubungi lembaga pembiayaan
konsumen sebagail penyandang dana dan lembaga pembiayaan konsumen tersebut
akan mengirimkan seorang pegawainya untuk datang ke rumah calon debitur
tersebut. Kedatangan pegawai pembiayaan konsumen ini adalah untuk melakukan
survey terhadap kondisi ekonomi dari orang ingin mengajukan kredit dan jika
dinyatakan layak maka PT. Suzuki Finance Indonesia dengan pihak calon debitur
melakukan penandatanganan kontrak perjanjian kredit sekaligus dengan klausul
asuransi dari objek perjanjian kredit tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari
resiko hilang, rusak atau musnah dan objek perjanjian kredit tersebut karena force
majenr.  Berkaitan dengan asuransi, PT  Suzuki Finance Indonesia juga
memberikan fasilitas pengurusan klafm asuransi tanpa biaya dari objek perjanjian
kredit tersebut hilang, rusak atau musnah karena force majenr, Oleh karena itu
berdasarkan uratan latar belakang tersebut timbul keinginan penulis untuk
membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi.

Perumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana bentuk perjanjian
kredit yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan PT. Suzuki Finance Indonesia
dengan Debitur, apakah objek jaminan fidusia oleh PT. Suzuki Finance Indonesia
didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia dan bagaimana bentuk Perlindungan
Hukum yang diberikan oleh PT. Suzuki Finance Indonesia terhadap debitur yang
kechilangan objek jaminan kredit.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk
perjanjian kredit yang dibuat oleh PT Suzuki Finance Indonesia: untuk
mengetahul dan mengkaji mengenai pendaftaran objek jaminan pada kantor
pendaftaran fidusia sudah dilakukan atau tidak oleh PT. Suzuki Finance

Indonesia; dan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang

xi
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diberikan oleh PT, Suzuki Finance Indonesia debiturmya yang kehilangan objek
jaminan kredit. Metode vang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode
penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-
undangan (Starute Approach).

Bentuk perjanjian yang digunakan oleh PT. Suzuki Finance lndonesia
adalah perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia. Dalam perjanjian hutang
putang selalu menggunakan perjanjian baku atau standart contract dengan pihak
debitur. Namun dalam pembuatan perjanjian baku atau standart contract PT
Suzuki Finance Indonesia berpedoman pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena apabila tidak berpedoman
pada kelentuan tersebut maka perjanjian baku atau standart contract yang dibuat
oleh PT. Suzuki Finance Indonesia batal demi hukum. PT Suzuki Finance
Indonesia juga selalu mendafiarkan objek jaminan kredit yang dibebani dengan
jaminan fiducia pada kantor pendaftaran fidusia vang berujuan untuk memberikan
kepastian hukum kredit dan debitur. Bentuk perlindungan hukum vang diberikan
kepada debitur yang kehilangan objek jaminan dengan mendapat ganti kerugian
dari perusahaan asuransi.

Saran-saran yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menuju ke
perubahan vang lebih baik yaitu bentuk perjanjian baku atau siandart contract
vang digunakan oleh PT. Suzuki Finance Indonesia harus sesuai dengan ketentuan
pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
dan mengenar pendaftaran objek jaminan fidusia vang telah dilakukan harus tetap
dipertahankan agar memperoleh kepastian hukum apabila ada debitur yang
wanprestasi. Biaya-biaya untuk birokrasi sebaiknya harus dihapuskan karena
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tidak
Mdana Korupsi dan apabila terdapat pejabat yang terbukti menarik biaya-biava
birokrasi maka pejabat tersebut harus diberi sanksi sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
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A ML T PEPUSTARAAR
PE. N-Dﬂﬁ HB Ul LU AL@ UNIVERSITAS JEMBER

Pada era globalisast saat im keberadaan lembaga pembiavaan konsumen di

1.1 Latar Belakang

Indonesia sudah tidak asing lagi. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya
lembaga-lembaga pembiayaan konsumen yang bermunculan di Indonesia
Kemunculan lembaga pembiayaan konsumen merupakan jawaban dari keinginan
masyarakat Indonesia vang ingin memiliki kendaraan bermotor namun ia tidak
memiliki vang untuk membelinya. Kondisi seperti 1ni disebabkan oleh
perckonomian Indonesia masih belum pulih dari krisis moneter yang terjadi pada
tahun 1997 sehingga kemampuan membeli yang dimiliki oleh masyarakat
Indonesia masih kecil sekali karena pendapatan per kapita mereka jauh berada
dibawah masyarakat duma pada umumnya

Pada hakekatnya lembaga-lembaga pembiavaan konsumen ini muncul untuk
menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dengan cara memenuhi kebutuhan
akan dana yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Secara konvesional dana yang
diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut disediakan oleh lembaga
perbankan, akan tetapr lembaga perbankan saja tidak dapal mencukupi kebutuhan
akan dana tersebut Oleh karena itu, perlu dicari alternatif pembiavaan lain.
Sehingga terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat
dari bank, yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tingai. Inilah
vang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan model-
model formulast baru untuk pemberian dana (Munir Fuady, 1995 © 3).

Model-model formulasi baru pemberian dana ini merupakan hal yang baru
di Indonesia karena sebelum munculnya lembaga pembiayaan konsumen, orang
yang ingin mengajukan kredit harus lewat bank dengan alur proses yang cukup
panjang dan memakan waktu yang lama. Namun dengan adanya lembaga
pembiayaan konsumen ini calon debitur yang ingin memiliki kendaran bermotor
cukup datang ke pihak penyuplai (dealer) untuk memilih kendaraan bermotor roda
dua yang diinginkan kemudian pihak penyuplai akan menghubungi lembaga

pembiayaan konsumen sebagai penyandang dana dan lembaga pembiayaan

S
.
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konsumen tersebut akan mengirimkan seorang pegawainya untuk datang ke rumah
calon debitur yang ingin membeli kendaraan bermotor tersebut. Kedatangan
pegawai pembiayaan konsumen ini biasanya untuk melakukan survey terhadap
kondisi ekonomi dari orang ingin mengajukan kredit. Pada kenyataannva selain
melakukan survey, pegawai pembiayaan konsumen tersebut langsung melakukan
negoisasi dan penandatanganan kontrak dengan calon debitur tersebut. Setelah
kontrak ditanda tangani kendaraan bermotor yang sudah dipilih tadi langsung
dikinmkan kepada debitur, Melihat waktu yang diperlukan cukup singkat maka
prinsip kehati-hatian dalam melakukan kontrak tidak terpenuhi dan hal ini dapat
berakibat buruk bagi pihak debitur vang menandatangani kontrak tersebut

Pada saat penandatanganan kontrak pegawai perusahaan pembiavaan
konsumen biasanya juga memberikan klausul mengenai asuransi karena setiap
kendaraan bermotor yang akan dijadikan sebagai objek perjanjian kredit oleh
lembaga pembiayaan konsumen selalu diasuransikan Hal ini dilakukan untuk
mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti objek perjanjian kredit hilang,
rusak, atau musah karena hal-hal lain vang berkaitan dengan force magenr.
Dengan adanya asuransi ini maka kedudukan debitur dan lembaga pembiavaan
konsumen disini aman karena apabila objek perjanjian kredit tersebut hilang,
rusak, atau musnah karena hal-hal yang berkaitan dengan force majeur, pihak
debitur dan lembaga pembiayaan konsumen dapat mengajukan Alaim asuransi dari
perusahaan asuransi dimana objek jaminan kredit tersebut diasuransikan

PT. Suzuki Finance Indonesia merupakan salah satu dan beberapa lembaga
pembiayaan  konsumen di Indonesia yang hanya menyediakan fasilitas
pembiayaan bagi kendaraan bermotor roda dua merek Suzuki dan perusahaan
tersebut berbeda dengan perusahaan pembiayaan yang lain karena dalam
melakukan perjanjian dengan calon debiturnya, mereka selalu menggunakan
prinsip kehati-hatian dan memberikan seluruh informasi yang berkaitan dengan
hak-hak dan kewajiban dan calon debitur secara lengkap. Maka kedudukan calon
debitur aman dan calon debitur itu sendiri percaya terhadap PT Suzuki Finance
Indonesia. Selain itu PT. Suzuki Finance Indonesia juga mengasuransikan semua

objek jaminan kreditnya Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan calon
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debitur dan PT. Suzuki Finance Indonesia selaku perusahaan pembiayaan apabila
pada suatu saat objek jaminan kredit tersebut hilang, rusak, atau musnah karena
hal-hal yang berkaitan dengan force majenr. PT. Suzuki Finance Indonesia dalam
menjalankan kegiatan usahanya juga memberikan fasilitas pengurusan klaim
asuransi hingga cair tanpa dikenakan biaya yvang sangat besar bagi debitur yvang
kehilangan objek jamnan kredu akibat hal-hal yang berkaitan dengan force
majeur. Fasilitas seperti inilah yang ndak dimiliki oleh lembaga pembiavaan
konsumen lainnya karena biasanya mereka juga mempunyai fasilitas seperti itu
namun debiturnya harus membayar biaya yang sangat mahal

Faktor vang demikian ini, seperti tersirat dalam fakta vang dapat penulis
uratkan sebagai berikut
Scorang calon debitur y pada suatu ketika datang ke sebuah dealer Suzuki di
kabupaten Jember. Dia tertarik ingin membeli kendaraan bermotor roda dua di
dealer tersebut yang bermerek Suzuki Smash namun dia tidak mempunyai uang
kontan untuk membelinva. Kemudian oleh pihak dealer disarankan untuk kredit
melalui PT. Suzuki Finance Indonesia yang merupakan lembaga pembiayaan
konsumen yang memberikan kredit kendaraan bermotor roda dua khusus merck
Suzuki. Debitur y tersebut setuju dan oleh pihak dealer dihubungkan dengan
PT  Suzuki Finance Indonesia Setelah wu PT  Suvzuki Finance Indonesia
mengirimkan tenaga swrveyornya ke rumah debitur y tersebut Kemudian oleh
tenaga surveyor tersebut debitur v masuk kriteria orang yang mendapatkan kredit
dari  PT. Suzuki Finance Indonesia, Setelah itu debitur v melakukan
penadatanganan kontrak dengan tenaga swrvevor PT  Suzuki Finance Indonesia
tersebut  yang sebelumnya telah dijelaskan segala informasi mengenai kontrak
tersebut oleh tenaga surveyor kepada debitur y. Debitur v setuju mengambil
fasilitas kredit dengan uang muka Rp. | 100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
dan angsuran per bulan sebesar Rp. 481.000.- (empat ratus delapan puluh satu
rupiah) selama 36 bulan. Namun setelah angsuran mencapai 12 kali, Suzuki
Smash yang merupakan objek perjanjian kredit tersebut hilang di Dusun Krajan
Desa Kastyan Kecamatan Puger Jember Oleh PT. Suzuki Finance Indonesia,

debitur y tersebut dibantu mengurus &laim asuransi dari kendaraan bermotor roda
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dua tersebut hingga cair dan setelah cair uang asuransi tersebut dipotong dengan
sisa angsuran yang masth ada. Kemudian sisanya diberikan kepada debitur y
tersebut (Luluk Kusumawati, ADH PT. Suzuki Finance Indonesia, Sabtu, 27
Januar 2007).

PT. Suzuki Finance Indonesia selaku lembaga pembiayaan konsumen sudah
memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat melindung kepentingan dan konsumen
khususnya yang kehilangan objek perjanjian kreditnya sehingga perwujudan
perlindungan konsumen di PT. Suzuki Finance Indonesia telah ada. Oleh karena
itu berdasarkan uraian latar belakang tersebut timbul keinginan penulis untuk
membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG
KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MEREK
SUZUKIT DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. SUZUKI FINANCE
INDONESIA KANTOR CABANG JEMBER*.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan ruang lingkup diatas, maka
dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai
berikut:
1. Bagaimana bentuk perjanjian kredit yang dibuat oleh Perusahaan Pembiavaan
PT Suzuki Finance Indonesia dengan Debitur ?
2. Apakah objek jaminan fidusia oleh PT. Suzuki Finance Indonesia didafiarkan
pada kantor Pendaftaran Fidusia ?
3. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum vyang diberikan oleh PT. Suzuki

Finance Indonesia terhadap debitur yang kehilangan objek jaminan kredit 7
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1.3 Tujuan Penulisan

Setiap penulisan karya ilmiah pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai,

demikian pula dengan penulisan skripsi ini penulis mempunyai dua tujuan yang

hendak dicapai yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan vang bersifat khusus

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah ;

l

Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persvaratan
akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan vang penulis
peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Jember
Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum vang
diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum

dan masyarakat umum

1.3.2 Tujuan Khusus

b

Lid

Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perjanjian kredit yang dibuat
oleh Perusahaan Pembiayvaan PT SUZUKI FINANCE INDONESIA
dengan debitur

Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pendafiaran objek jaminan
pada kantor pendaftaran fidusia sudah dilakukan atau tidak oleh
PT SUZUKI FINANCE INDONESIA

Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang
diberikan oleh PT SUZUKI FINANCE INDONESIA terhadap debitur
yang kehilangan objek jaminan kredit

1.4 Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara

scorang ilmuwan/penulis dalam mempelajari, menganalisa dan memahami

permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
(Peter Mahmud Marzuki, 2005 96)
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1.4.1 Tipe Penelitian
Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif maksudnya
adalah dalam melakukan penelitian di PT. Suzuki Finance Indonesia penulis
meneliti dengan melihat aspek normatifnya Maksudnya apakah PT.  Suzuki
Finance Indonesia dalam mejalankan kegiatan usahanya sudah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak
1.4.2 Pendekatan Masalah
Dalam penulisan karya ilmiah i, penulis menggunakan metode pendekatan
Perundang-undangan (Siature Approach) vaitu suatu pendekatan masalah dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2005:96)
1.4.3 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau
memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang
diperpleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Sumber bahan hukum
yang digunakan dalam penulisan skripsi in1 ada dua macam vaitu
4. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum vang bersifar
“autoriari" arinya perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah
dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter
Mahmud Marzuki, 2005 141) Adapun bahan hukum primer yang digunakan
oleh penulis adalah sebagai berikut
a  Burgerlyk Wetbock (BW) / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agrana;
¢ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
¢ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

f. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan,
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g Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang
Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988
Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan
Lembaga Pembiayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK 00/1989 Tanggal 18 November
1989,

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-
buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar

atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, dianalisa dengan cara mencari dan menelaah
ketentuan-ketentuan dan ratio Jegis dari Undang-Undang yang berhubungan
dengan 1su hukum yang dihadapi. Ratio legis dapat diartikan sebagai alasan
mengapa ada ketentuan itu (Peter Mahmud Marzuki, 2005-104). Selanjutnya hasi]
analisa tersebut dinterpretasikan dengan menggunakan cara berpikir deduktif
vaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang

bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Benda dan Hak Kebendaan
A. Pengertian Benda

Pada hakekatnya yang disebut dengan subjek hak dan objek hak adalah
kalau subjek hak tersebut antara lain badan pribadi atau persoon sedangkan vang
disebut objek hak itu adalah benda Dimaksud badan pribadi disini adalah orang
termasuk juga badan hukum sedangkan yang dimaksud dengan benda adalah
segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik (pasal 499 KUHperdata)

Pengertian benda menurut kamus hukum dimaknai sebagai segala yang
ada dalam alam yang berwujud atau berjasad (bukan roh) zat (misal bola, kayu, air
minyak), barang yang berharga (sebagai kekayaan), harta, barang (Sudarsono,
2002 : 53). Sedangkan pengertian benda yang dikemukakan oleh 1lham Gunawan
dalam kamus hukum yang memaknai benda sebagai barang vang bertubuh atau
berujud (Gunawan Widjaja, 2002 | 35),

Berdasarkan kedua pengertian diatas maka disana terdapat perbedaan
dalam memaknai benda Pengertian benda vang dikemukakan oleh Sudarseno
maknanva lebih luas daripada pengertian benda yang dikemukakan oleh Ilham
Gunawan karena dalam pengertian benda vang dikemukakan oleh Sudarsono
selamn mencakup benda dalam arti materil juga mencakup benda dalam arti
immateriil juga namun dalam pengertian benda yang dikemukakan oleh [Tham
Gunawan hanya mencakup benda-benda yang bertubuh atau berujud saja Sistem
Hukum Perdata Indonesia KUHperdata pada dasarnya juga sama dengan
pengertian benda yang dikemukakan oleh Sudarsono yang memaknai benda dalam
arti materiil dan dalam arti immateriil Hal ini terbukti dengan pengertian benda
vang dikemukakan oleh pasal 499 KUHperdata yang memaknai benda dalam 2
(dua) arti yaitu dalam arti benda yang berwujud (misal mobil) dan dalam arti
benda yang tidak berwujud (misal aliran listrik) (S Soedewr Masjchoen Sofwan,
1981 ; 14),

Berdasarkan beberapa pengetian mengenai benda diatas maka intisari dari

pengetian benda tersebut adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang
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(R. Subekti, 2002 : 60). Adapun macam-macam benda yang masuk kedalam
pengertian benda tersebut adalah (R. Subekti, 2002 : 61) :

5

b2

i

Benda vang dapat diganti (contoh . uang) dan yang tak dapat diganti (contoh -
seekor kuda),

Benda yang dapat diperdagangkan (praktis tiap barang dapat diperdagangkan)
dan yang tidak dapat diperdagangkan atau “di luar perdagangan” (contoh -
Jjalan-jalan dan lapangan umum);

Benda yang dapat dibagi (contoh - beras) dan yang tidak dapat dibagi (contoh
seckor kuda),

Benda yang bergerak (contoh & mobil) dan vang tidak bergerak (contoh
tanah),

Namun dari pembagian-pembagian vang terscbut diatas yang paling penting

adalah pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak karena pembagian ini

mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam hukum Suatu benda dapat

tergolong benda yang tak bergerak dapat dilihat dari berbagai aspek vaitu

b2

Sifatnya

Yang termasuk benda tak bergerak menurut aspek ini adalah segala sesuatu
yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau
perbuatan manusia, digabungkan secara erat mejadi satu dengan tanah iu
Misalnya sebidang pekarangan, beserta apa yang terdapail di dalam tanah it
dan segala apa yang dibangun di situ secara tetap (rumah) dan yang ditanam di
situ (pohon), terhitung buah-buahan di pohon yang belum diambil

Tujuan pemakainnya

Yang termasuk benda tak bergerak di sini adalah segala apa yang meskipun
secara tidak sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan
dimaksudkan untuk mengikuti tanah bangunan terschut untuk waktu vang
lama. Misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik.

Ditentukan oleh Undang-Undang

Yang termasuk benda tak bergerak di sini adalah segala hak atau penagihan

yang mengenai suatu benda yang tak bergerak. Misalnya yaitu hak Opstal, hak
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Erfpacht dan hak penagihan untuk pengembalian atau penyerahan benda tak

bergerak.

Suatu benda termasuk golongan benda bergerak juag dapat dilihat dari berbagai

aspek yaitu :

1

Sifatnya

Yang termasuk benda bergerak di sini adalah benda yang tidak tergabung
dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan
Misalnya barang perabot rumah,

Ditetapkan Undang-Undang

Misalnya penagihan mengenai sejumlah uang atau suatu benda yang bergerak.

sural-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi Negara.

B. Pengertian Hak Kebendaan

Hak kebendaan itu adalah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu

memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan

terhadap siapapun juga (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981 ' 24). Seperti

diketahui dalam hukum perdata tersebut terdapat dua macam hak yaitu -

Hak mutlak ( Hak Absoluut ), hak ini terdiri atas

a. Hak Kepribadian
Contoh : Hak atas namanya, kehormatannya, hidup, kemerdekaanva dan
lain-lain.

b. Hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga yaitu hak-hak yang timbul
karena adanya hubungan antara suami isteri, karena adanya hubungan
antara orang tua dan anak.

c. Hak mutlak atas sesuatu benda.

Hak nisbi (hak relatif) atau “hak persoonlijk”, yaitu semua hak yang timbul

karena adanya hubungan perutangan sedangkan perutangan itu timbul dari

perjanjian, undang-undang dan lain-lain (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,

1981 ® 24).

Dalam penjelasan mengenai hak-hak yang terdapat dalam hukum perdata tersebut

diatas hak kebendaan itu terletak dalam bagian hak mutlak karena hak kebendaan

.~
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tersebut memang merupakan hak mutlak atas suatu benda yang siapa pun juga

tidak bisa mengganggunya atau mengambilnya dari tangan orang yang memiliki
hak kebendaan tersebut.

Setiap hak-hak dalam hukum perdata pada dasarnya memiliki ciri-ciri

vang dapat membedakan dengan hak-hak yang lain Hak kebendaan disini juga

memiliki ciri-ciri yang dapat membedakannya dengan hak-hak perdata yang lain

Adapun ciri-ciri dari hak kebendaan adalah sebagai berikut

1.

=2

8]

Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak vaitu hak yang dapat
dipertahankan terhadap siapapun juga.

Hak kebendaan memiliki sifat “droit de sui” yang artinya hak kebendaan
terus mengikuti bendanya dimanapun juga barang itu berada Maksudnva
adalah hak kebendaan itu terus mengikuti orang vang mempunyainya

Sistem yang terdapat pada hak kebendaan ialah mana vang terjadi lebih dulu,
itu tingkatnya adalah lebih tinggi dan yang terjadi kemudian.

Hak kebendaan memiliki sifat “droit de preference” yang artinya hak
kebendaan itu memiliki hak untuk didahulukan terlebih dahulu,

Dalam sistem yang terdapat pada hak kebendaan apabila terjadi sengketa
terdapat kesempatan untuk mengadakan gugatan berlainan

Hak kebendaan tersebut dapat dipindahkan sepenuhnya

Macam-macam hak kebendaan vang diatur dalam buku 1l KUHperdata

dengan sudah mengingat berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Adapun

macam-macam hak kebendaan tersebut adalah sebagai berikut

Hak-hak kebendaan yang bersifal memberi kenikmatan.

a  Yang bersifat memberi kenikmatan atas bendanya milik sendiri
Contoh - Hak milik atas benda bergerak / benda yang bukan tanah

b Yang bersifat memberi kenikmatan, tetapi atas benda milik orang lain
Contoh | Bezit atas benda bergerak / benda yang bukan tanah, Hak
memungut hasil atas benda bergerak / benda yang bukan tanah, Hak pakai

dan mendiami atas benda bergerak / benda yang bukan tanah
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2. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan-jaminan :
Contoh : Gadai dan Fidusia sebagai jaminan adalah benda bergerak (Sn
Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981 : 27), Hipotik dan hak tanggungan sebagai

jaminan adalah benda tidak bergerak.

2.2 Perjanjian pada Umumnya
2.2.1 Perjanjian
Perjanjian menurut pasal 1313 KUHperdata adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain
atau lebih. Sedangkan menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana
sescorang berjanji kepada seoarang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling
berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (R. Subekti, 1984 @ 1) Berdasarkan
kedua definisi diatas maka perjanjian itu sendini bermakna sebagai suatu
perbuatan yang dilakukan sebagai kelanjutan dan sebuah kesepakatan antara 2
{dua) orang atau lebih untuk melakukan sesuatu Namun dalam melakukan suatu
perbuatan hukum yang disebut perjanjian itu, seseorang harus tunduk pada syarat-
syarat sebagaimana ditentukan oleh pasal 1320 KUHperdata. Adapun syarat-
syarat vang dimaksud adalah sebagai berikut -
. Sepakat mercka yang mengikatkan dirinya;
Syarat imi dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus
sepakal atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian vang
dibuatnya tadi sehingga apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga
dikehendaki oleh pihak yang lain. Dengan begitu akan terjadi suatu hubungan

timbal balik antara pihak-pihak yang ada dalam perjanjian tersebut

b=

Kecakapan untuk membuat perjanjian;

Menurut syarat yang kedua ini orang yang membuat suatu perjanjian harus
cakap menurut hukum dan orang yang dikatakan cakap menurut hukum adalah
orang-orang vyang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya,
Sedangkan orang-orang vang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian

adalah sebagai berikut
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Led

~

i

a. Orang-orang yang belum dewasa;

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

¢. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang,
dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat
perjanjian-perjanjian tertentu

Ketentuan im memang sangat diperlukan sekali karena orang vang akan

membuat suatu perjanjian nantinya akan terikat pada perjanjian itu sendiri

sehingga diperlukan sebuah kemampuan vang cukup untuk benar-benar

bertanggung jawab atas hak-hak dan kewajiban yang muncul akibat perjanjian

vang dibuatnya tersebut

Suatu hal tertentu;

Maksud dari suatu hal tertentu disini adalah objek dani perjanjian tersebut

paling sedikit harus dapat ditentukan jemsnya Dalam hal ini jumlahnya tidak

perlu disebutkan melainkan objek dari perjanjian tersebut nantinya bisa

dihitung atau ditetapkan

Suatu sebab vang halal

Maksud dari syarat vang keempat ini adalah setiap perjanjian vang dibuat oleh

kedua belah prhak tsinya harus menyangkut segala hal yang tidak dilarang

baik oleh peraturan perundang-undangan vang berlaku, agama dan norma-

norma yang tumbuh di masyarakat

Perjanjian tersebut dikatakan sah, tidak hanya ditentukan oleh sudah atau tidaknya
dituangkan dalam bentuk formalitas saja melainkan perjanjian ity menjadi sah,
apabila terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut
mengenal hal-hal yang pokok dalam perjanjian tersebut. Hal inilah yang nantinya

disebut sebagai asas konsensualitas.

Syarat-syarat perjanjian scbagaimana telah disebutkan di atas dapat

dikualifikasikan menjadi dua macam vaitu
L,

Syarat subjektif yaitu meliputi syarat sepakat mercka yang mengikatkan
dirinya dan syarat cakap untuk membuat suatu perjanjian

Syarat objektif yaitu meliputi syarat mengenai suatu hal tertentu dan syarat
sualu sebab yang halal,
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Dalam prakiek biasanya terjadi beberapa masalah yang diakibatkan
dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat perjanjian yang telah ditentukan oleh
pasal 1320 KUHperdata. Hal terjadi karena apabila syarat subjektif tidak dipenuhi
maka Undang-undang disini memberi kesempatan kepada para pihak untuk
meminta pembatalan perjanjian yang telah dibuat. Dalam hal ini yang berwenang
meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan
sepakatnya secara tidak bebas. Sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi
maka perjanjian tersebut batal demi hukum (R. Subekti, 1987 : 20).

2.2.2 Perjanjian Kredit

Pengertian kredit adalah jual beli suatu barang vang tidak dilakukan secara
kontan (Gatot Supramono, 1996 @ 44). Menurut Undang-undang No. 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan Pasal 1 avat 11 menyatakan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau
tagihan vang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga.

Perjanjian kredit adalah pengikatan seseorang vang melakukan perbuatan
jual beli secara kredit atau tidak kontan dengan tujuan agar pembayaran yang
telah disepakati dapat dikembalikan tepat waktu sebagaimana perjanjian yang
telah dibuat (Gatot Supramono, 1996 : 54). Pada dasarnya setiap kredit yang telah
disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur wajib dituangkan pada
sebuah perjanpan tertulis. Perjanjian tertulis im yang disebut sebagai perjanjian
kredit (Muhamad Djumhana, 2000: 385) Mengenai bentuk dan format dari
perjanjian kredit tersebul biasanya dalam praktek sepenuhnya diserahkan pada
pihak kreditur sebagai penyandang dana. Namun ada hal yang perlu diperhatikan
dalam menyusun perjanjian kredit adalah dalam perjanjian tersebut rumusannya
tidak boleh kabur atau tidak jelas dan memperhatikan keabsahan dan persyaratan

secara hukum (Muhamad Djumhana, 2000 385),
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c. Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, dan asuransi kredit

dengan tujuan untuk memperkecil resiko yang terjadi di luar kesalahan

debitur maupun kreditur.

2. Klausul mengenai maksimum kredit.

Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal, vaitu

a

d.

Merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan
mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan
perjanjian kredit baru,

Merupakan batas kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana
selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak
debitur untuk melakukan penarikan pinjaman.

Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar
perhitungan penetapan besarnya provisi atau commitment fee.

Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tank (over-darfi)

3. Klausul mengenai jangka waktu kredit.

Klausul ini penting dalam beberapa hal, yaitu .

d.

Merupakan batas waktu bagi bank, kapan keharusan menyediakan dana
sgbesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu
ini sehingga memmbulkan hak tagih/ pengembalian kredit dari nasabah.
Merupakan batas waktu kapan kreditur boleh melakukan teguran-teguran
kepada debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.
Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan review, atau
analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau

perlu segera ditagih kembali,

4. Klausul mengenai bunga pinjaman

Klausul ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud untuk

memberikan kepastian mengenai hak kepada kreditur untuk memungut bunga

pinjaman yang sudah disepakati bersama.
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Klausul mengenai barang agunan kredit.

Klausul ini bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau
penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan
dengan pihak kreditur

Klausul mengenai asuransi

Klausul i untuk pengalihan resiko yang mungkin terjadi, baik atas barang
agunan maupun atas kreditnya sendiri

Klausul mengenai tindakan vang dilarang oleh bank

Klausul ini terditi atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis,
dan ckonomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan utama
Contohnya adalah larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizin
pthak kreditur

ligger Clause atau Opeisbaar (lause.

Klausul ini mengatur hak pihak kreditur untuk mengakhiri perjanjian kredit
secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum
berakhir

Klausul mengenai denda.

Klausul ini untuk mempertegas hak-hak pihak kreditur untuk melakukan
punguian bark mengenai besarnya maupun kondisinya.

Fxpence Clause.

Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos vang timbul sebagai
akibalt pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah, dan
meliputi antara lain . biaya pengikatan Jaminan, pembuatan akta-akta
perjanjian kredit, pengakuan hutang, dan penagihan kredit

Debet Authorization Clause.

Pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah dengan izin debitur
Represemation and Warranties,

Klausul ini sering juga disebut dengan istilah marerial adverse change clause.
Maksudnya adalah bahwa pihak debitur menjanjikan, dan menjamin dan
semua data dan informasi yang diberikan kepada pihak kreditur adalah benar
dan tidak diputarbalikkan.
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Klausul ketaatan,

Klausul ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal-hal
yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, maka sudah
dianggap telah diperjanjikan secara umum. Misalnya mengenai masalah
tempat dan waktu melakukan pencairan dan penyetoran kredit, penggunaan
formulir, dan format surat.

Miscellaneous atau Boiler Plate Provision.

Pasal-pasal tambahan.

Lispute Settlement (Alternatif Dispute Resolution),

Kilausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dengan

debitur

. Pasal penutup.

Pasal penutup memuat eksemplar perjanjian kredit vang maksudnya
mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai

berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatangan perjanjian kredit

Menurut PT. Suzuki Finance Indonesia ada beberapa klausul vang selalu, dan

perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, dilihat dari perjanjian hutang

piutang dengan penycrahan hak milik secara fidusia yaitu

1
2

(4]

Tanggal perjanjian dan identitas debitur dan kreditur.

Klausul mengenai persetujuan penyediaan dana oleh pihak kreditur dan
klausul penyerahan hak milik secara fiducia oleh pihak debitur.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek perjanjian hutang piutang,
Klausul mengenai harga benda yang menjadi objek perjanjian hutang piutang,
uang muka, hutang pokok, bunga, angsuran hutang pokok dan bunga per
bulan, jatuh tempo pembayaran, biaya asuransi, biaya administrasi, denda
keterlambatan pembayaran angsuran, biaya pelunasan lebih awal dan
administrasi setiap keterlambatan pembayaran angsuran.

Klausul mengenai berlakunya perjanjian dan berakhirnya perjanjian.

Klausul mengenai pembatalan perjanjian hutang piutang,

Klausul mengenai penyerahan jaminan atas perjanjian hutang piutang dengan

penyerahan hak milik secara fidusia oleh pihak debitur.
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8. Klausul penyerahan dokumen tambahan oleh pihak debitur.
9. Klausul mengenai penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pihak kreditur

dengan pihak debitur.

2.2.3 Macam-macam Kredit
Adapun macam-macam kredit menurut Supramono yang menyatakan

bahwa macam-macam kredit dibagi beberapa segi vaitu : Jangka waktunya,

Kegunaannya, Pemakaiaannya dan Sektor yang dibiayainva (Gatot Supramono.

1996 © 45), Dan keempat segi tersebut maka macam-macam kredit akan

dijelaskan sebagai bertkut:

I. Menurut Jangka Waktunya

Dari segi jangka waktunya, terdapat tiga macam kredit yaitu : kredit jangka

pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang.

a. Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu paling lama satu
tahun,

b, Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu antara satu tahun
sampai dengan tiga tahun.

¢ Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktunya lebih dari tiga
tahun.

2 Menurut Kegunaannya

Ditinjau dari segi Kegunaannya, maka kredit dapat digolongkan lagi menjadi tiga

macam vailu

a. Kredit Investasi adalah penanaman modal atau kredit yang diberikan kepada
nasabah untuk keperluan penanaman modal yang bersifat ekspansi,
modernisasi maupun rehabilitasi perusahaannya

b. Kredit Modal Kerja adalah kredit vang diberikan untuk kepentingan
kelancaran modal kerja nasabah

¢. Kredit Profesi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah semata-mata
untuk kepentingan profesinya.

3. Menurut Pemakaiaannya

Menurut pemakaiaannya, kredit dapat digolongkan menjadi dua golongan vaitu -

-
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a. Kredit Konsumtif adalah kredit vang diberikan kepada nasabah untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-han.

b. Kredit Produktif adalah pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha
nasabah agar produktifitas akan bertambah

4 Menurut Sektor yang Dibiayai

Disamping macam-macam kredit yang telah dijelaskan diatas, masih ada beberapa

macam kredit yang diberikan nasabah dipandang dari sektor yang dibiayai bank

antara lain @ kredit perdagangan, kredit pemborengan, kredit pertanian, kredit
peternakan, kredit perhotelan, kredit percetakan, kredit pengangkutan, kredit
perindustrian.

Menurut Muhamad Djumhana, kredit tersebut dapat dikalsifikasikan
sebagai berikut (Muhamad Djumhana, 2000 : 373) :

1. Menurut Kelembagaan

Menurut kelembagaannya kredit dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kredit Perbankan adalah kredit vang diberikan oleh Bank Milik Negara atau
Bank Swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha atau konsumsi.

b. Kredit Likuiditas adalah kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-
bank yang beroperasi di Indonesia.

¢. Kredit Langsung adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada
lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program).

d. Kredit (pinjaman antarbank) adalah kredit yang diberikan oleh bank yang
kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.

2. Menurut Jangka waktu

Dari segi jangka waktunya macam-macam kredit meliputi

a. Kredit jangka pendek (short rerm loan) yaitu kredit yang berjangka waktu
maksimum | (satu) tahun.

b. Kredit jangka menengah (medium ferm loan) yaitu kredit yang berjangka
waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun, bentuknya dapat berupa
kredit investasi jangka menengah,

c. Kredit jangka panjang (long term loan) yaitu kredit yang berjangka waktu
lebih dan 3 (tiga) tahun.

..h-,‘
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Menurut Penggunaanya

Dari segi penggunaanya, macam-macam kredit terdiri atas

d.

4

Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank
swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan untuk
kebutuhan sehari-hari.

Kredit produktif yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai
pembiayaan modal tetap dan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia
usaha akan modal kerja.

Menurut keterikatannya dengan Dokumen

Dari segi dokumen maka macam-macam kredit ini adalah sebagai berikut -

da

5

Kredit Ekspor yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi
usaha ekspor.
Kredit impor vaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi
usaha impor

Menurut Aktivitas Perputaran Usaha

Dan segt besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, vaitu melihat dinamika, sector

yang digeluti, asset vang dimiliki, dan sebagainya, maka macam-macam kredit ini

terdirt atas

a

6.

Kredit Kecil yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan
sebaga pengusaha kecil.

Kredit Menengah yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha vang asetnya
lebih besar daripada pengusaha kecil.

Kredit Besar yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha ditinjau dari seai
jumlah kredit yang diterima oleh debitur dan resiko. Biasanya kredit ini
diberikan secara kredit sindikasi ataupun konsorsium

Menurut Jaminannya

[ar segl jaminannya macam-macam kredil dapat dibedakan, antara lain -

4.

Kredit tanpa jaminan (unsecured loan) yaitu pemberian kredit tanpa jaminan
materiil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada
nasabah besar yang telah teruji bonatiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam

transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya. Hal ini


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

22

didasarkan pada pasal 1131 KUHperdata dan pasal 1132 KUHperdata yang
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1131 KUHperdata : “Segala kebendaan si berutang, baik yang
bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang
baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk scgala
perikatan perseorangan.”

Pasal 1132 KUHperdata : * Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-
sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan
penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu
menurut besar-kecilnya putang masing-masing, kecuali apabila di antara
para berpiutang itu ada alasan-alasan untuk didahulukan ™

b. Kredit dengan jaminan (secured loan) yaitu kredit yang diberikan kepada
debitur yang didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur dan

adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (collateral).

2.3 Jaminan dan Macam-macamnya
2.3.1 Jaminan

Istilah Jaminan berasal dari kata Jamin yang berarti tanggung, sehinnga
Jaminan dapat diartikan Tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah
tanggungan atas segala perikatan dari seseorang. Jaminan tersebut dapat berupa
benda bergerak atau benda tidak bergerak dan yang dapat dinilai dengan uang,
Benda bergerak seperti televisi, mobil dan lain-lain serta benda tidak bergerak
berupa sertifikat atau surat-surat berharga lainnya (Oey Hoey Tiong, 1983 : 14).

Menurut Suparmono, jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur
dengan debitur dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk
pelunasan hutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran hutang si
debitur(Gatot Supramono, 1996 : 75)

Dan dua pengertian diatas bahwa keberadaan jaminan berfungsi untuk
memberikan hak dan kewajiban kepada bank untuk mendapat pelunasan apabila
debitur melakukan wanprestasi yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada
waktu yang telah ditentukan sesuai syarat-syarat yang telah disepakati dalam
perjanjian yang dibuat oleh pihak debitur dengan pihak kreditur.
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2.3.2 Macam-macam Jaminan

Dari pengertian jaminan diatas, maka terdapat 2 ( dua ) macam jaminan

antara lain

1

e

Jaminan Umum
Jaminan ini merupakan jaminan vang meliputi semua harta kekavaan yang
dimiliki oleh debitur, Hal ini sesuai dengan pasal 1131 KUHperdata yang
berbunyi sebagai berikut
“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun vang tak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari,
menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”
Dengan melihat bunyi pasal diatas maka dapat disebutkan bahwa piutang
kreditur disini menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali.
Jaminan Khusus
Jaminan khusus ini muncul karena jaminan umum dirasa kurang cukup dan
kurang aman bagi pthak kreditur karena dengan berbekal jaminan umum,
kreditur tidak dapat memperoleh kembali selurubh piutangnya diakibatkan
tidak cukupnya harta kekayaan debitur untuk melunasi segala hutang terhadap
kreditur. Dengan demikian kedudukan kreditur tidak aman dan debitur nakal
yvang sengaja meminjam dana melebihi nilai harta kekayaan yang dimilikinya
atau sengaja mejual semua harta kekayaannya pada saat hutangnya jatuh
tempo. Namun yang perlu diperhatikan disini keberadaan jaminan khusus ini
tidak memberikan jaminan bahwa segala piutang kreditur dapat terlunasi
melainkan hanva memberikan kedudukan yang lebih baik kepada kreditur
dalam hal penagihan. Jaminan khusus ini terdiri atas dua macam yaitu
a. Yang diberikan oleh Undang-undang, dinamakan dengan Hak lstimewa
{Privelege).
b. Yang diperjanjikan, terdiri atas 2 (dua) macam yaitu :
1) Yang bersifat kebendaaan
Contoh : Gadai, Hipotik, Hak tanggungan, Fidusia, Credietverband dan

sewa beli.
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2) Yang bukan merupakan hak kebendaan
Contoh : Tjasah, surat pensiun dan lain-lain yang berupa jaminan benda
tetentu / sekelompok benda tertentu tetapi tidak mempunyai sifat hak
kebendaan dan bukan pula merupakan jaminan perorangan (J. Satrio,

1996 - 11),

2.4 Perusahaan Pembiayaan
Pengertian Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan

LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank) vyang khusus didirikan untuk

melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan dalam bentuk penvediaan dana atau

barang modal dengan tidak menank dana secara langsung dari masyarakat

(Rachmadi Usman, 2003 @ 45). Dan pengertian, maka terlihat kegiatan usaha

perusahaan pembiayaan berbeda dengan kegiatan usaha bank, sehingga pilihan

sumber dana pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan lembaga
perbankan

Adanya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 diaturlah ketentuan
fentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan

Menteri Keuangan No 1251/KMK. OI13/1988 tentang ketentuan dan Tata cara

Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Keputusan Menteri Keuangan No, 468/KMK., 017/1995. Pemerintah memberikan

kesempatan kepada perusahaan pembiayaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan

pembiayaan sebagai salah satu pilihan sumber pembiayaan pembangunan dalam
rangka menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, Perusahaan pembiayaan
tersebut dapat melakukan satu atau lebih kegiatan bidang usaha, yaitu -

a) sewa-guna (feasing), vakm usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan
barang modal untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu
tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

b) modal “venfura”, yakni usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke
sualu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu

tertentu.
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¢) perdagangan surat berharga, yakni usaha pembiayaan dalam bentuk
perdagangan surat berharga.

d) anjak-piutang, yakni usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan
pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu
perusahaan dari transaksi perdagangan dalam neger.

e) usaha kartu kredit, yakn usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa
dengan menggunakan kartu kredit.

f) pembiayaan konsumen, yakni usaha pembiayaan untuk pengadaan barang
vang digunakan untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran
angsuran atau berkala (Rachmadi Usman, 2003:46).

Otoritas pemberi izin usaha perusahaan pembiayaan adalah Departemen
Keuangan sedangkan pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Bank
Indonesia. Adanya Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank
Indonesia No, 607/KMK. 017/1995 dan No. 28/9/KEP/GBI ditetapkan ketentuan
mengenai pelaksanaan pengawasan perusahaan pembiayaan oleh Bank Indonesia.

Sumber dana perusahaan pembiayaan berasal dan modal sendiri,
pinjaman, penjualan obligasi, dan pinjaman subordinasi yang diterima dan mitra
asingnva (untuk perusahaan patungan). Pinjaman terutama berasal dan perbankan,
baik dari dalam maupun luar negen Dengan Keputusan Menteri Keuangan No.
606/KME. 017/1995 antara lain diatur mengenai jumlah pinjaman yang diterima
dan penyertaan perusahaan pembiayaan vang melakukan suatu atau lebih kegiatan

sewa-guna, anjak-piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen.
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BAB 4
PENUTUP

@ HALIK UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan wuraian dalam pembahasan diatas maka dapat ditank

kestmpulan sebagal berikut -

| Bentuk perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia merupakan bentuk
perjanjian yang digunakan oleh PT Suzuki Finance Indonesia dalam
menjalankan kegiatan usahanya Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk
perjanjian baku atau standari conract dimana didalamnya terdapat klausul-
klausul baku yvang harus ditaati bagi siapa saja vang menggunakan fasilitas
pembiayaan PT Suzuki Finance Indonesia dan klausul-klausul baku tersebut

tidak bisa diubah

2

Bahwa dalam hal pendaftaran objek jaminan kredit yang penyerahan hak
miliknya secara fidusia, PT Suzuki Finance Indonesia telah mendafiarkan
semua objek jaminan kreditnva ke kantor pendaftaran fidusia sebagai langkah
untuk menaati ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia dimana dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa
semua objek jaminan kredit vang dibebani dengan jaminan fidusia harus
didaftarkan Pendaftaran atas semua objek perjanjian kredit yang dilakukan
oleh PT Suzuki Finance Indonesia semata-mata untuk memberikan kepastian
hukum bagi PT Suzuki Finance Indonesia itu sendiri dan bagi pihak debitur

3 Bahwa dalam hal tenadi peristiwa salah satu dari debiturnya kehilangan objek
jaminan kredit, P Suzuki Finance Indonesia memberikan fasilitas yaitu
membantu debitur yang kehilangan objek jaminan kredit terscbut dalam
pengurusan klaim asuransi hingga klaim asuransi dani objek jaminan kredit
tersebut  keluar Dalam pengurusan Alaeen asuransi tersebut PT  Sueuks
Finance Indonesia juga udak memungul biaya-biaya yang besar untuk
kepentingan perusahaan sendiri namun menarik biaya-biaya untuk birokrasi
ditingkat kepolisian,  Fasilitas pengurusan Alarm  asuransi ini  dilakukan
semata-mata untuk memberikan perlindungan konsumen terhadap debiturnya

dan sebagai bentuk itikad bmk dalam menjalankan usaha dan PT  Sueuks

44
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Finance Indonesia sebagaimana vang diamanatkan dalam pasal 7 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.

4.2 Saran
Berdasarkan uraian mulai dari bab 1 (satu) hingga bab 4 (empat) maka
saran-saran yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menuju ke perubahan yang
lebih baik adalah sebagai berikut :
| Bentuk perjanjian baku atau standart contract yang dibuat oleh PT Suzuki
Finance Indonesia harus seseuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

-3

Pendaftaran objek jaminan fidusia vang telah dilakukan oleh PT  Suzuki
Finance Indonesia harus tetap dipertahankan agar memperoleh kepastian
hukum apabila terdapat debitur yang wanprestasi.

3 Biaya-biaya untuk birokrasi sebaiknya harus dihapuskan karena bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tidak Pidana Korups
dan apabila terdapat pejabat yang terbukti menarik biaya-biaya birokrasi maka
pejabat tersebut harus diberi sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
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yang Lelah dineiaphan, dengan pember|tahusn Lertuls 30 harl sebelum tanggsd jaluh tempo pembayaran berfbut Pemberitahusan testlls terebat menglkat dan kdak
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Faarg Pokok dan Bungs hirpga pembaysran kiaim asuransd st gantl rugd diterimas dar Perusabasn Asirarsl torkaly, Selanggaran Levhadap setentuan Wl tidak

capat dijadiban sasan unluk Ddsk melsanaian stag menunas kewaiban pembayaren sngsurcn DLIIT8 kepads FRECITUR,

Apak iln OCBITUR tidak melunai hutengnya atau tidak dijadiuen slagsn antih Udak melsbesnakan stay merwnda kv jibannys kepeda KREDITUR, maka KREDITUR

ek dan dengan Il diberi Kuata sengan hak sobtitus sleh CEEITUR untuk mengamail dimardpun dain diternpat slapapun Barang/ Kerdaraan terssint berics dan

menjual dimuha Umom Stau secars dibdwah Langan atau dengan perantara pihsk Lin, dengan herga pasar yang layak dan dengam syarst-ayarat dan ketentuan-
ketendusn yaryg fLanpian balk oleh KREDITUR, Setelat Baangidendarasn ovsrik stau dlamdil oleh KRECITUR, masa DESITUR secars susarss maleparkan haknya
unfizh sembayar jumish angeuran pang telsh lesst waktu, dan KREDITUR sechrs mutiak pemak sntuk melskanshen penucles stas Barssg/Kevdicaan yang diambi

Errarbut. Unbuh menghadan keygacs apapun dan dimsnapun, memberiken dun meminis beysrgngsn-k Ean, A e vl & AkLnfPerjunflan

Arzprs Laie dkts Jusl Belt/Risaleh Lelangnys, mensncalangand tanda penerimaannys, menyerahhan Eacang/kendarsen tersebit kepads yamg barhak meserimanys

clin belanutrryn melakukan trdskan tangs sde yeig diecualiian puna tercapaings penpualan Barang /Kendarssn tersetut of stas,

HREDITUR ibary pichan Lang hasil perjualan pads semos blays pard dikelusiien selsma penjualan dan pajak lairsgs, mempergunsan v usng hasl

oenfislan melundd] samnua Huteng dan dends dan kewa|ian DEEITUR winngs, Apstils masih terdapat sisanys, KREDITUR, gk menyerahian st it kepada

DEBITUR, namun sebaliiys apabile wang hail Ian Hiu wernyaLs Cloak Cubig Untus melunas: Hulsng den denda dan dewa]iban DEBITUR meka DESITUR tetag

rerheren jiban membayar sisa Hutang mhm'm seismbatdambatngs dalam wakiv 1 minggu selelah pembertahues NRELITUR kepada DERITUR.

P KRINTUR pacs waktis mengquaakan hakeys berdaserkan Perjan]ian inl stau perjan]ian/ pemyataan lainnys yang cibust DERITUR gam KRCDITUR, berhak untuk
Mfentubn sendiet selun |umdsh pevagihenngs terhadap CEAITUR, baik berups Hulang pobe, sl bulang pokol, denda, blays pelslangsns penfusien, honursriam
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Earang (Henderaan dam potongannys berls jumish Pulang stsy sl higarg bunga das biaya-bas lain! dends denda serta anfhsi-onghos yang bercanghutan dengan
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Aparel negars yEng berwi i slay berwenang, o IL steas maerryita Barang!/Kevdisaan tersebul untuk keperiusn eisskinld ponjusan atas baya garl DEBITUR,

Marwipitign DERITUR untuk membayar kembsall Hutargrm EREDITUR Berdusarkan Perfan]lan inl ataw berclatackan parjanfisng pernystasn lain berkaitan dengan

Perjanjian ini, wajlb diperahl sleh DEBITUR Lanps DEBITUR berhak unauk eempertilunghaniys | kompenses! | dengan tagsian DEBITUR terhadas k&ﬁm [Ella adfa] can

fLanpa dca hak untuk manslol Ssati pembayaran Lain, DESITUR dengan b melepuhan Wema haknya sepert] dimaksud dalam Padal 1425, 1424, 1437, 1478 dan 1247 Kitab

Undang-Undsng Hukum Pavesls [ KUterdsla ].

DLEITUR mengetujul untub metakisnakan setlap tagpian yang dimilikings berhasdap KREDITUR aisu badan Lainnys se<ard bepliak atau tersendi, terlepas apihah tagihan

fersebut beviubungan dau tidak dengan Perfanisn inl atay yang timbid oleh transaksl = alea ole sebad apagun Jugs. DEBSTUR mermpetujul bahwa tagian tersest thila

4ca) Lidak dapal dijedikan slasan wntuk Udsk memssyar staw meruntul bemball stau melakukan pengurangsn pembayaran atay untul digerkituegkan atau

i iasiban d;‘l‘llﬂ pembayaran stau pamenihan kews jiban-kewajban DEBTUR berdasarkam Perjanjisn Ind berteul perjanjian/pereyatean baln yang berkaltan

dergan Perjenpien ind,

Bihea SEMUA PIVTANG KEEDITUR pada DEBITUR berdasarkan Perjanjin ini atau pecpanjian labanys, dagat dialibaan alety KREQITUP kepads Pihak tain dan DERITUR

cangan inh mambaeriban perselupuan sles pergalihan teriebul, Langs diperukan sdanys surat persebajuan rewml,

DERITUR dengan il membserikan Kuasa hepads KRIDITUR wrluk mewakil], membuat dan menandatangani akta perecahan hak milih secais Fldugls dtas nama DEBITUR

kepada KECLOTUR dihadapan Matarts st pelabet yang bereenang berkattsn dengan SasangfKencarssn wbapal cbyeh pemblayaan galam Perjandlan i,

Semua dar setiap Kuasa yang oRerikan eleh DERTUR kepac KELDATUR berdasarkan Pecjanilad inl merusaksn baglan-baglan yarg tidak dapat dplsahkan dari Perjan]lan

i, dih cenigan demikien Kumsa-kia-s tersebid Tldak daps? difars bembal! maupun cibsteiken obeh sebab sebak yang tercardum dalem Paial 1813, 1814 den 1514 Kitab

Uraang-LUndang Hukim Perdacs | KUHPecdatn ], Dan untubl semua dan setiap hal-hal berksiien dengsn pengakhivas Ferjanjlan nl, maka DESITUR dengas Inl melepatkan

srteniuan calem Pasal 124t dan Paual 1267 Kitab Uncang-LUndang Husue Perdats | KUHPerdals 1,

GERITUR wajib membeniafuken secara Lertulis kepsds KELDITUR mengpensl alimal i sham dgunsksn gniuk siamar surst mangurst iefuabungan dengan Perfantan Inl

dih birlidg perubaban uniuk alamat bary setlap kali DEBITUR pindah sismat.

eyl seualy yarg beium dlstur datam Perfan]ian dnl, meks secars WMottt Matandis berlasu jugs ketentuan-aelentuan sang tercastum dalam Kb Undang-Undang
Husn Perdela | KLB@Perdats |, :

-
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LAMPIRAN 2

S SUZUKI

Finance Indoneslia

SURAT PERNYATAAN
PEMBERIAN JAMINAN PENANGGUNGAN HUTANG
{ PERSONAL GUARANTEE )

a har inf, . tanggat , bulan . tabiun (.= - J; kami yang bertanda tangan di bawah

Hama
alamas

Homaor KTP

Hama
Alamat

Homaor KTP

anjutnya disebut sebagal “ PENJAMIN *

dasarkan Perfanjian Hutang Piutang Dengan Penyerahan Yak Milik Sccara FidusiaWo, _ tangeal ___ - _ - i
ikut perubahan, perpanjangan, pembaharuan serta penggantiannya (% PERJAMJAN PEMEIATAAN "), yang dibuat dan ditanda tangani oleh
' antara PT. SUTURI Finance Indonesia ("PT.5FI") dan Bp/lbu, ("DEBITUR™) mengenal pemberian Fasilitas
nbiayaan sebesar Rp. O Rupiah) oleh PT.5F1 kepada DEBITUR untuk
nbellan 1 (satu) Kendaraan pada dealer . i dengan spesifikasi sebagai berlkut ;

« Merek fJenis
- Tahun /Warna
- Homar Mesin
- Homer Rangka

wa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka saya dengan ini menyatakan hal - hal sebagai berikut ;

Bahwa sesual dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 PERJANJAN PEMBIAYAAN dimaksud di atas, dimana DEBITUR diwajibkan untuk
memberikan Jaminan kepada PT.5F| untuk menjamin setiap dan semuz kewafiban pembayaran yang harus dilakukan DEBITUR yang
timbul berdasarkan PERJAMJIAN PEMBIAYAAN yarg meliput! namun tidak terbatas pada jumlah uang pokok pemblayazan, bunga, denda,
blaya-biaya, komisl-komis!, ongkos-ongkos, pajak, premi asuransl, biaya hukum yang tidak terbatas pada kuasa-kuasa darl PT.SF1 untuk
menagih hutang DEBITUR kepada PT.5FI ("HUTANG ). Dimana salah satunya berusa Jaminan penanggungan hutang darl nlkak ke-3 atau
PEHJAMIN yang tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali sampai dengan DEBITUR menyelesaikan atau melunas! HUTANG dan/atau
kewajibannya berkaltan dengan PERJANJIAN PEMBIAYAAM kepada PT.SFI,

Bahwa saya, selaku PENJAMIN telah mengetahul 51 PERJIAHJIAN PEMBLAYAAN dimaksud di atas dan bersedia untuk menjadi penanggung
dengan memberikan jaminan penarggungan hutang DEBITUR kepada dan demi kepantingan PT.5FL.

dasarkan uraian di atas, maka PENJAMIN dengan inl secars tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut kemball menjamin hutang DEBITUR dan
igikatkan dirinya dan selurub harts kekaysannya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada PT.SFI, atas dasar pemberitahuan atay
mintaan pertama PT.5F| kepada PENJAMIN untuk melunasl jumlah HUTANG dan kewajiban DEBITUR lainnya, pada saat ini dan atau suatu

itu terhutang yang waljib dibayarkan oleh DEBITUR kepada PT.SFI berdasarkan PERIAMJIAN PEMBLAYAAN dan/atau Perjanjian-perianjian
inan lainnya.

nyataan Pemberian Jaminan Penanggungan Hutang [ * PERMYATAAH * ) Ini dibuat dan diberikan olel PEMJAMIN kepada PT.5F| dengan
rat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagal berikut ;

Bahwa Pemberian Jaminan ini tidak dapat dianggap terpenubi dengan pembayaran atau penyelecalan sebaglan Hutang DEBITUR kepada
PT.5F1 pamun merupakan pemberian jaminan secara terus menerus dan meliput! seluruh Jumlah HUTANG ataupun sisa HUTANG yang
walib dibaya; atau dilunasl oleh DEBITUR ke PT.5F] berdasarkzn PERJANJIAN PEM2IAYAAN.

Bahwa setlsp pernyataan tertulis, pembukuan dan catatan PT.5F| mengenal jumlah HUTAMG dan kewaliban DEBITUR lain yvang wajib
dibayar dan dilunasi DEBITUR kepada PT.5F1 berdasarkan PERJANJIAN PEMBIAYAAM adalah merupakan bukt! yang lengkap dan sempurna

serts mengikat dalam samua atau setlap perkara terhadap PEMJAMIN di dalam pemeriksaan di semua tingkat Pengadilan di Indaonesia,

Babwa tidak diperlukan suatu persetujuan dari PEMJAMIN dan tidak mengurangi, hak-hak PT.SF1 terhadap PEMJAMIN, berdasarken
PERJANJIAN PEMBIAYAAM dimana PT.SFI beriak untuk sewaktu-wakie berubah atau mengakhirl PERJANJIAN PEMBIAYAAN dengan
DEBITUR dan/atau memberikan suatu perpanjangan jangka wakiu pembeyaran HUTANG atau membuat suatu bentuk kompromi ataupun

perfanjlan lain dengan DEBITUR atau dengan pibak - plhak lain yang berhubungan dengan jaminan yang telah dikuasal/dipegang PT.5F
dan/atau untuk mendapatkan bentuk jaminan:jaminan tambahan lalnnya,

Bahwa laminan Inl adalah merupakan Jaminan tambahan atas dan dengan cara apapun juga tidak dapat dikurang! atau dipengaruhl eleh
jaminan lainnya yang sekarang atau yang dikemudian harl dipegang atau dikuasal a'eh PT.SF|,

3
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10.

12,

13-

14,

13,

fé.

Bahwa Pemberian Jaminan Ini berlaku sampai dengan selurut jumiah HUTAMG dan kewajiban lain DEBITUR kepada PT.SF, berdasarkan
PERJANJIAN PEMBIAYALN telah dibayar atau dilunasi seluruhnya oleh DEBITUR. Dan PEMJAMIM tidak berhak untuk menarik kembali
Jaminan ini atau melepaskan kewajiban PEMJAMIN terhadap PT.SF| sebelum seluruh jumlah HUTANG dan kewajiban lain DEBITUR
kepada PT.5F] telah dibayar atau dilunasi selurubinya.

Bahwa PT.5F1 dengan ini diberi kuasa penuh oleh PEMJAMIN yang tidak dapat ditarik kemball untuk melaksanakan kepada dan/atau
terhadap DEBITUR, semua dan setlap hak-hak PEMJAMIN berdasarkan Pasal 1402 sub 3 Juncto Pasal 1840 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) dan untuk menggunakan semua fumlah uang yang diterimanya berdasarkan Kuasa dimaksud inl untuk membayar
seluruh jumlah HUTANG dan kewajiban Lain DEBITUR yang wajib dibayar atau dilunasi oleh PEMJAMIN kepada PT.5F| berdasarkan Jaminan
ini.

Bahwa PEMJAMIN dengan ini melepaskan kepentingan PT.5F1, setiap dan semua hak-hak Istimewa yang dimiliki PEMJAMIN terhadap
PT.5F1 atau terhadap DEBITUR, khususmya PEMJAMIN melepaskan ketentuan dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1438, 1843 dan 1347
sampal dengan Pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Bahwa semua dan/atau setiap pembayaran yang harus dilakukan berdasarkan jaminan ini, harus dilakukan PEMJAMIN menggunakan mata
uang Rupiah yang berlaku secara sah pada saat pembayaran dilakukan, dalam bentuk tunai dan harus ditakukan pada kantor PT.SFI atau
kantor cabang / perwakilan PT,5FI.

Bahwa PENJAMIN dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PT.5F1 bahwa :

B.1. PENJAMIN berhak penuh untuk membuat dan melaksanakan pemberian Jaminan yang dimaksud dalam PERNYATAAM ini dan
pemberian Jaminan merupakan kewajiban yang sah dan mengikat serta harus dilaksanakan oleh PENJAMIN menurut syarat-syarat
pemberian Jaminan inj.

B.2. PEMJAMIN tidak tersanghkut dalam suatu senzketa atau perkara administrasi yang sedang berjalan dihadapan badan peradilan
ataupun perwasitan/arbitrase, yang dapat mengancam harta kekayaan PENJAMIN atau mempunyal pengaruh yang tidak baik atas
usaha/bisnis atau keadaan keuangan PEMJAMIN,

B.3.  PREMJAMIN mengakui telah danfatau akan memperoleh keuntungan atau manfaat dari PERJANJIAN yang diberikan oleh PT.SFI
kepada DEBITUR,

Bahwa Kuasa-kuasa daiam PERMYATAAM ini yang diberikan oleh PENJAMIN kepada PT.SF] merupakan bagian-baglan yang penting dan tidak
dapat dipisahkan dari PERNYATAAN ini, oleh karena itu Kuasa-kuasa dimaksud tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-
sebab apapun juga, termasuk sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta
PENJAMIN dengan ini melepaskar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
{KLIHPerdata),

Bahwa apabila dikemudian harl, disebabkan suatu ketentuan Undang-undang atau perzturan tertentu, ternyata salah satu atau beberapa
syarat dan ketentuan dalam PERNYATAAN ini dinyatakan tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau tidak berlaku, maka hal tersebut tidak
akan mengakibatkan atau menysbabkan berkurangnya keabsahan, ketentuan berlakunya serta kekuatan hukum dar| syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan lainnya.

Bahwa mengenai Jaminan yang diberikan, PENJAMIN tidak mempunyal hak untuk menyerahkan atau mengalihkan hak dan kewajlbannya
¥ang ada dalam PERNYATAAN inl kepada pihak lain.

Bahwa setiap kelalaian dan keterlambatan yang dilakukan oleh PT.SFI dalam melaksanakan Hak, Kuasa dan Hak-hak Istimewa
berdasarkan PERNYATAAM Ini, tidak akan dianggap scbagai suatu bentuk pelepasan Hak, Kuasa-kuasa dan Hak-hak Istimewa yang
diberikan oleh PEMJAMIN kepada PT.5F1 dalam PERNYATAAM ini.

Bahwa PENJAMIN sepakat untuk mengikatkan diri guna mengesahkan dan menegaskan setlap dan semua tindakan yang telah ditakukan
atau yang dlakui tzlah dilakukan oleh PT.5F1 berdasarkan Kuasa yang tercantum dalam PERNYATAAN ini dan tidak akan menuntut atay
menggugat PT.5FI serta oleh karenanya membebaskan PT.5F1 dari segala bentuk tuntutan dan/atay gugatan dari pihak manapun
sthubungan dengan pmbuatan dan pelaksanaan PERNYATAAN ini.

Bahwa setiap pemberitahuan atau tagihan berdasarkan pemberian jaminan ini dianggap telah diberikan cleh PT.SFI sebagaimana
mestinya kepada PEMJAMIN dengan dikirimnya pemberitahuan atau tagihan ity dengan pes tercatat ditujukan kepada PENJAMIN dengan
data seperti tersebut di atas terlebih dahulu diberitahukan olel PENJAMIN kepada PT.SFLL

Bahwa PERNYATAAN ini adalah lampiran resmi dan baglan yang tidak terpisahkan serta merupakan saty kesatuan dar] PERJANJIAN
PEMEIAYAAN antara PT.5FI dan DEBITUR.

Untuk PERMYATAAN ini dengan segala akibat hukum dan pelaksanaannya, PT.SFI dan PENJAMIN memilih domisili hukum yang tetap dan
tidak berubah lagi pada Kantor Panitera di Pengadilan Megeri di wilayah PT.SF] berkantor pusat, tanpa membatasi hak PT.SF| untuk
mengajukan tuntutan hukum kepada PENJAMIN di Pengadilan Hegeri lain di wilayah Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan
PERNYATAAM ini. Pemilihan domisili hukum dimaksud di atas berlaby pula terhadap (para) pengganti danfatau (para) penerima hak dan
PT.5F] ataupun PEMIAMIN,

I W S b b

Yang menyatakan, Mengetahui dan menyetujui,
PERJAMIN PT. SUZUKI Finance Indonesia
i ] i |
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ANGREPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999

Dlgital

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAITA ESA
PRESIDEN REPUBUK INDOMESIA

Merdm bang

& bahws kebutohan yang sangat hmdummn;hhmdmluhmumﬁmsnmmﬂu
dumbang: dengan adunya etentuan hukum yang jelas danlengkap yang mengarur mengena lembaga jaminan;

b.  bahwa Jaminan Fidusia scbagai salah satu bentuk lembaga jaminan sumpai saat ini masih didesarkan pada
yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif,

o bahwe untuk memenubi kebituhan hukum yang dapat lcbih memacy pembangunan nasional dan untuk

pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
d.  bahwe bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam buruf a, b, dan ¢ dipandang perdu mem benmk
Undang-undang tentang Jaminan Fidusis.

Mengingat :
I"mlﬁlwulj.,ﬁaﬁ]ﬂunt[IL&nM]]UMﬁuﬂﬂ#Wi

Dengan porsetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPATIRLIK INDONESLA

MEMUTUSK AN -
Menetaphkan ;
UNDANGUNDANG TENTANG JAMINAN FIDUISIA,
BABR |
KETENTUAN UIMUIM
Pasal |

Datam Undang-undang ini yang dimaksud dengan - -
I Fidusin sdalah pengalihan hak kepemilikan suaty benda atas dasar kepercuyaan dengan ketentunn balws henda
yung hak kepamilikeanys dislihlan tersebut tetap dalam penpussaan pemilik bends.

]
;
;
§
s
:
4
£
b
:
E
£
i
E
;
1
i
3

dalasn Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang letap beruda dalam penguasasn
Pemberi Fidusia, scbagai agunan bagi pelunasan uang tertenty, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepadn Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

3. Finuang sdalsh hak untuk menerima pembaveran.

4 Benda adalsh scgals sesuary yang dapat dimiliki dan dialibkan, baik yang berwujod maupun yang fidak
hcmwud.mhthﬁumwnmhﬂ m.mmmmwmm vang tudak dapat
dibebani hak tanggungan atay hipotek

3. Pemberi Fidusia adulsh nrang perscorangan ativ korpoms pemilik Bends yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

6 Penerima Fidusin adalah Orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang vang pembavarannya
dijamin dengan Jaminan Fidusis

T Uiang sdalah kewwjiban yang dinyaiakan stau dupat dinyatakan daftam jumish uang baik delem mata umng
lndonesia ataw mats uang Jainnye, baik secara langsung maupun kontinjen.

8 Kreditor adalah pihak Yang mempunysi piutang karena peranjion atug undangundang.

Y. Debitor adalah pilak yang mempuiym utang karena peranjian atay undang-nndang,

10 Setnp Orang adalah OMNg persearnngan atau korpors,

BaB T
RUANG LINGYKLIP

Pasal 2

Undasg-undang im beriaky lerhadap selinp peganjian yung bertujusn untuk membxchani Bends dengan faminun
Frdusia

Undang-undang ini tidak belaku terhadap ;

a  Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang perulurun perundang-undangan yang
txrlaku menentulian jaminan stas bends-benda tersebut wagib didaftar,

b Hipotek atas kapal ¥ang terdaflar dengan isl kotor beruburan 20 {dua puluhj M3 atnu lebik:
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¢ Hipotek atas pesawai terbang. dan
d. Gadai

BaBIn
PEMBEHANAN, PENDAFTARAN. PENGALILAN. DAN
HAPUSNYA JAMINAN FIDUSLA
Bagian Pertama
Pembebanan Jaminan Fidisia

Pusal 4
Jaminan Fidusia merupakan peranjian kutan dan suatu perjanjinn mknkhlhnk:wujihuhgiplnpihtuntuk
memenuhi susty prestas;

Pasal §
{1} Pembebanan Benda dengan Jamiran Fidusia dibuat deagan akta notaris dslsm Bahasa Indoncsia dan merupakan
akia Jaminan Fidusia
(2} Terhadap pembuatan akts Jaminan Fidusia sebagnimana dimaksud dalam ayal (1) dikenaken biava vang
besarmya distur lebih Lumy i dengan Peraturan Femerintah

u H:nimp‘hkﬁnhnidln&mmﬁdusil;

b duta perjangian poko k vang dijamin fidusia;

€ umian mengenai Benda yang menjadi obsek Jaminan Frdusis
d.  nilst penjaminan: dan

e nilai Benda yeng menjadi objel juminan Fidusia

Pusal 7
Utang yang pelunasannya dijamin derigan fidusi dupat berupn -
4. ulung yang telah ada;
b. utang yang skan umbul di kemudian hari yang telah dipetjanyikan dalam jumish tertentu; atay |
€ utang yang pads saat chsebus) dapat ditentulan jumlabnys berdasaran perjanjian pokok vang menimbulian
kewajiban memenuhi sty prestas:

Pasal B

Jaminan Fidusia dapat dibenkan kepada lebih dari saty Feocrima Fidusis atas kepads kuasi stan wakil dari
Penerima Fidusia tersebut

Pasal 9
{1} Jaminan Fidusia dupat dibserikan terhadap satu atau lobih aatuan atau jenis Henda, termasuk piutang, haik yang
telah ads pada sant jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian
(2) Pembebanan juminan stas Benda piutang yang diperolel kemudian sebugnimana dimaksud dalam avat (L)
tidsi perdu dilakukan dengns janjian jaminan tersendin

Pasal 10
Kecuali diperjanjikan lain
a IlnﬁmFthinﬂhwﬂhtﬁTchﬁBeﬂlm.maqj.ﬁuhﬁimFm
b, Juminan Fidusis meliputi Klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadh obyek Jaminan Fidusia diasuransikan,

Bagion Kedun
Pendafiaran Jaminan Fidusia

Pusal 11
(1) H:ni:md:bthm&:unhmjmhdm-wlhﬁdlﬂ.nm.
(2) DlhmhlBmdnm&b:bﬁduguhﬂmhﬁ:huﬂhdi!uﬂhhyﬂmﬂwmhdumn
k:w-jihuuhnummdumh;ddnhmayﬂtl}mbnﬁh.

Pasal 12

(1) Pendafiaran Jaminan Fidusia schagaimans dimaksud dalem Pasal 1) ayat (1) dilakukan pads Kantor
Pendafiarun Fidusia.

{2} Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup welunl
wilayah negarm Republik Indonesia.

(3) Kantor Pendaftamn Fidusia scbagaimans dimaksud dalam syst (2) berads dalum lingkup tugas Deparnemen
Kehakiman,

[dikﬂmmmmmhnhhnmmwmﬁduﬁl untuk daerah lain dan penctapan wilnyah
kesganya diatur dengan Keputusan Presden
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Pasal 13
(17 Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilalukan oleh Penerima Fidusia, kussa atau wiakilnya dengan
melampirkan permyatasn pendafiaran Jaminan Fidusia
(2) Pernyataan pendafiaran schagaimana dimalsod dalam ayal {1 ) memuat |
a  identitas piluk Pemberi dan Penerima Fidusiz; B
b. tanggal, nomor akia Jarminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan
Fidusis;
data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
uraian mengenai Benda yang menjodi objek Jaminan Fidusia;
nilai penjaminan: dan
[ nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia,
kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama
dengan tanggal penerimaan permohonan pendafiaran.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengensi tata carn pendafteren Jaminan Fidusia dun biaya pendaftaren diatur dengan
Peraturan Pemerintah,

neso

(3

-

'azal 14
(1} Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Pencrima Fidusia Sertifikal Jaminan Fidusia
pada tanggal yang sama dengan tanggal pencrimaan permohbionan pendafiaran,
(2} Sertifikot Jaminan Fidusia yang merupalkan salinan Buku Dafter Fidusia memuat catatan tentang halhal
schagmimana dimaksud dalam Pasal 13 avat (2],
Jaminan Fidusia lahir puda tangeal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar
Fidusa,

(3

ot

Pasal 15
(L) Dalam Serifikat Jaminan Fidusia schagaimana dimaksud dalem Pasal 14 ayal (1) dicantumkan kata-kats
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA®,
(2) Sertifikat Juminan Fidusia schagaimans dimaksud dalam ayat (1) mempunval kekustan eksekutonal yang sama
dengan putusan pengadilan yvang telah memperaleh kekuatan hukum tetap.
(3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusa mempunyal hak menjual Bends yang mensdi objek Jaminan
Fidusia atas kekuasaannya sendiri,

Paml 16
(1) Apabila tegadi perubahan mengenai halhal vang tercantum dalam Senifikar Jaminan Fidusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendafiamn atas
perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia,
(2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan peruhahan
melskukan pencatatan perubahan tersebur dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pemystaan Perubahan
yang merupakan bagien tak terpisalikan dar Sertifikat Jaminan Fiduss,

Pasal 17
Pemberni Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap Benda vang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah
terdafiar.

Pasal 18
Segala keterangan mengenai Benda Fidusia yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran
Fidusia terbuka untuk umim.

Bagian Ketiga
Pengalihan Jaminan Fidusia

Pasal 19
(1} Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusie mengakibatkan beratihnya demi hukum segala hak
dun kewajiban Penerima Fidusia kepads kreditor baru.
(2) Beralihnva Jaminan Fidusia scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaflarken oleb kreditor bam kepada
Kantor Pendafiaran Fidusia_

Pasal 20
Jaminan Fidusia tetup mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tungan siapapun Penda tersshur
berada. kecuali pengalihan atas benda persedinan Yang menjadi objek Jaminan Fidusa,

Pasal 2]
(1} Pembena Fidusia dapat menyulibkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan carm dan
prosedur vang lazim dilabukan dalam ussha perdagangan.
{2} Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berfaku, apatula telah tegadi cidera Janji oleh debitor
dan atau Pemben Fidusia pihak ketipa.
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{(3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang lelsh dialilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
diganti oleh Pemben Fidusia dengan objek yang setara,

(4) Dulam hal Pemberi Fidusia cider janji, moka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karsna pengalthan
schagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dan objek
Jaminan Fidusia vang dialihkan.

Pasal 22
Pembeli benda yang menjadi objck Jaminan Fidusin yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntulan
meskipun pembeli tersebut mengetahui tentong adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah
membayar lunas harga penjualan Benda terscbut scsuai dengan harga pasar.

Pasal 23

(1} Dengan tidak mengurangi ketentuan schagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju
bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalibkan Benda tay hasi|
dan Benda yang menjadi objek Jummnan Fidusis, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan
kompromi atas piutang, maks persetujuan tersebut tidak berurti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan
Fidusia.

(2} Pemben Fidwsa dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kapada pihak lun Benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persedisan, kecuali dengan persetujuan tertulis
terlebih dahulu dan Pencrima Fidusia

Pasal 24
Pencrima Fidusia tidek menanggumg kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik vang timbul
dari hebungan kontraktual atau yang timbul dan perbuatan melanggar hukum gehubungan dengan penggunaan dan
pengalihan Bends yang menjodi objek Jaminan Fidusia

Baman Keempat
Hapusmya Jaminan Fidusia

Pasal 25

(1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sehagai berikut ;
& hapusnya uitang vang dijamin dengan fidusia:
b.  pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia: atau
¢. musnuhnya Henda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

i2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebageimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b,

(3) Penerima Fidusia memberitzhukan kepade Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia
schagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pemyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan
hak, gty musnahnys Bends yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut,

Pasal 26
(1} Dengan hapusnya Jaminan Fidusis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Eantor Pendaftaran Fidusia
mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dan Puko Daftar Fidusia.
(2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatskan Sertifikat Jaminan Fidusia yang
bersanghkutan tidak belaku lagi

BARTV
HAE MENDAHULL

Pusal 27
(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainmya,
(2) Hak vang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bak Penerima Fidusia untuk e i bl
pelunasan piutangnys atas hasil cksekusi Benda yang menjadi obiek Jaminan Fidusia.
(3) Hak yang didshulukan dani Penerima Fidusia tidak hapus karcna adanya kzpailitan dan atau likuidesi Pember
Frdusia,

Pasal 28
Apabila atas Benda vang suma menjadi olyelJaminan Fidusia lebih dar 1 (=atu) perjanjian Jaminan Fidusio, maka
hak yang didshulukan schagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu
mendafiarkannya pada Kantor Pedaftaran Fidusia.

BABY
EESEKLISI JAMINAN ADUSLA

Pasal 39
(1) Apabila debitor stau Pemberi Fidusia cidersjanji, cksckusi lerhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
dapat dilakukan dengan carn
w  pelakzanann el eksekutorial sebapaimana dimekasud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia:
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b, penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia mtas kelussaan Penerima Fidusis sendis melalui
pelelangan umum serla mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

¢ petjualan di bawsh tangen yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia Jika
dengan cara demikian dupat diperoleh harga tertinggi vang menguntunghan para pihal:.

{2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu)
bulan sejak diberitshukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dan dicmumkan sedikitnyas dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daersh yang
bersang kutan.

Pasal 30
Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksinman
eksekusi Jaminan Fidusia.

Pazal 31
Dalam hal Benda yang menjudi objek Jaminan Fidusia terdini atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di
pasar atay di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempmi-tempal lersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku,

Fasal 32
Setiap junii untuk melaksanskan cksekusi terhadap Benda vang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang
bertentungan dengan kelentuan sebagaimana dimaksud dalam Pusal 29 dan Pasal 31, bats] demi hulum,

Pasal 33

Setinp jun)i yang memberikan kewenangan kepada Penenma Fidusa untuk memiliki Benda yang memjadi objek
Jamman Fidusia apabila debitor ciders junji, batal demi hukum.

Fasal 34
(1) Dalam hal busil cksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebiban tersebut
kepada Pemberi Fidusia.
(2) Apabila hasi eksekusi tidak mencukupi untuk pelugasun ulang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang
belum terbuayar,

BARB VI
EETENTUAN PIDANA

Pasal 35 i i
Seliap orang yang dengan sengaja mamalsukan, mengubah, menghilangkan atuu dengan cam apapun memberikan
keterangun secara menyesatkan, yang jikn hal tersehut diketabui oleh salab samu pibak tidak. melahirkan. perjanjinn
Jaminan Fidusia dipidana dengan pidina penjara paling singkat | {satu) tshun dan paling lama 5 (fima) tahun dan
denda paling sedikit Rp 10.000.000,- {sepulub juta rupiah) dan paling banyak Rp 100,000.000.- (seratus juta rupiah).

Pasal 36
Pemben Fidusia yang mengalibkan, menggaduikan, atay menyewskan Benda yang memnjadi objek Jaminan Fidusia
schagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan anpa persetujuan terolis terlebih dahuly dan
Penerima Fidusin, dipidana dengan mdana penjara paling lama 2({dua) tahun dan denda paling banvak Rp
S0.000.000 (lima puluh juta) papiah.

BAD VI
EETENTUAN PERAUNAN

Pasal 37

(1) Pembebanan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlukunya Undang-undang
ini, tetup berlaku sepanjang tidak berteniangan dengan undang-undang ini,

{2) Dalm jangks waltu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) han terhitung sejak berdirinyn Kantor Pendaftaran
Fidusia, semua perjanjian Juminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali
kelentuan mengenai kewajiban pembuatan akts Faminan Fidusia sebagaimuna dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),

(3} Jika dalam jangka waltu schagaimana dimaksud dalam ayal (2} tidak dilakukun penyesusion, maks perjanjian
Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam [Indang-
undang ini.

Pasal 38
Scpanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturin perundang-undangan
mengenai Fidusia tetap berlaku sumpai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharu;.

BAR VIIT
KETENTUAN PENUTUP
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Pazal 39
Kantor Pendaftaran Fidusiz schogaimana dimaksud dalam Pasal |2 ayal (2) dibentuk dalam jangks waktu paling
lambat | {satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Puzal 40
Undang-ondang ini disebut Undang-undang Fidusia,

Pasal 4]
Undang-undang ini mubu berdaku pada tanggal diundanglan.

Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam
lembaran Negara Republik Indonesia,

Dhsahkan di Jukarts
pada tangeal 30 September 1959

tid.
BACHARUDDIN JUSUF HARIRIE
hundangkan di Jakurta
pada tanggal 30 Seplember 1999
MENTERI NEGARA SEERETARIS NEGARA
REPIBLIE INDOMESLA,

td
MU AL

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 168
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PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JTAMINAN FIDUISIA

LIMUM

1. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dan pembangunan nasional, merupakan salah satu wpaya untuk
mencapal masyarakal yang adil dan makmur berdssarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Dalam
rangka memelihura dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik
pemerintah maupun masyarukat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dan yang besar. Seiring
dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap peodanaan, yang sebagian
besar dana yang dipedukan uniuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

2. Selama ini, kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tangegungan atau hak jaminan telah diatur
dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan vang meruipakan pelaksonuan dan Pasal
31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sckaligus sebagm
pengganti dari lemibaga Hipotek atas tanah dan credierverband. [ samping itu, hak jaminan luinnya vang
banyak digunikan pada dewasa ini sdalah Gadai, Hipotek sclain tanah, dan Jaminan Fidusia Undang-undang
yang berkaitan dengan Juminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-undang Momor 4 Tahun 1992 fenlang
Perumahan dan Permukiman. yang nenentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki
oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia Selain ity Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985
tentang Fumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yangn dapat dijadican jaminan
utang dengan dibebani fidusia, jikn tanshnya tanah hak pakai stas tunah negarn. Jaminan Fidusia telah
digunakan di Indoncsia scjak zaman penjgjahan Belanda scbagai suatu beniuk jaminan yang lahir dar
yunsprudensi. Bentuk jeminan jnf digunakan secara luas dalam transaks pinjanrmeminjam karena proses
pembebanannys dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adaoya kepastian hukum,
Lembaga Juminan Fidusie memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia unmuk menguazaj Henda vang
dijaminkan, untuk melakukan kegintan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminun
Fidusia. Pada awalnya, Bends yang menjadi objek fidusia terbatas poda kekayaan bends bergerak yang
berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnys, Benda yang menjadi objek
fidusia termasuk jugs kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak borgemik.

3. Undang-undang inj, dimaksudkan untuk menampung kebumhan masyarakal mengenai pengaturan Jaminan
Fidusia schagai salah salu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum
kepada para pihak yang berkepentingan. Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusiz= memberikan
kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemben Fidusia. Mamun sebaliknya karena
Jaminan Fidusia tidak didafiarkan, kureng menjamin pihak yang menenma Fidusia. Pemberi Fidusia mungkin
saja menjaminkan benda vang telah dibebani dengan Fidusia kepada pihak lain tanpa scpengetahuan Penerima
Fidusia, Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya Benda vang menjadi objek Jaminan Fidusia
adalah benda bergerak yung terdin dan benda dalam persedinan (tnveniory), benda dagangan. piulang, peralatun
mesin, dan kendarsan bermotor. Oleh karena itw, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus
berkembang, maka menurut Undang-undang ini objel Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas vaitu
benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tak bergeruk yang tidak dapat dibebani
dengan tanggungan sebapaimana ditentuknn dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Halk
Tanggungan. Dalam Undang-undang ini, distur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna  memberikan
kepastian hukum kepada pam pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak
yang didshuluksn (preferen) kepada Peperima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia
memberikan hak kepads pihak Pember Fidusia untuk letap menguesal Bends yang menjadi objel: Jaminan
Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaflaran vang diatur dalsm Undang-undang ini
daput memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyak kepentingan terhadap
Benda tersebut.

PASAT, DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Culup jelas

Pasal 3

Humuf'a

Berdasarkan ketentuan inl, maka bangunan di atss tansh milik orang lain yeng tidak dapat dibebani dengan hak
tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun [996 teatang Hak Tanggungan. dapat dijadikan objek
Jaminan Fidusia,

Humi' b s.d Horuf d

Cukup jelaz

Pazal 4

Yang dimaksud dengan prestasi dalam ketentuan ini adalzh memberikan sesuaty, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat
sesuaty, yang dapot dinilai dengan vang,

Pazal 5

Ayat(l)

Dalam akta Jaminan Fidusia selain dicantumban har dan tanggal, juga dicantumksn menpenai wakiu (jam)
pembuntan akia tersebut.
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Ayat(2)
Cukup jelas

Pasal &

Hurul &

Yang dimuksud dengan “identitas” dalam Pasal ini adalahmeli puti nama lengkap, agama, tempat tingeal, alau tempat
kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

Huruf'b

Yang dimaksud dengan “data pefanjian pokok® adalah mengenai macam perjanjian dan ulang yang dijamin dengan
fiduwsas,

Honuf e

Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengun mengidentifikasikan Benda
tersebul, dan dijelaskan mengenai sural bukli kepemitikannys.

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan {frvertary) yang sclalu
berubah-ubah dan stau tidak tetap, scperti stok bahan baku, barang jadi, stan poriofolic perusahaan cick, maka
dalam ekia Inminan Fidusia dicantumbkan umian mengenai jenis, merek, kualitas dar Benda tersebut,

Hurufd dan Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukcup jelas

Huruf b

Utang yang akan timbul di kemudian hari yang dikenal dengan istilah “kontijen®, misalnya utang yang timbul dari
pembayaran vang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

Huruf e

Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah wtang bunga atas pinjaman pekok dan biaya lainnye vang
yunlahnya dapat ditentukan kemupdian.

Pasal §

Ketentuan ini dimaksudkan schagai pemberian fidusin kepada lebih dari sstu Penerima Fidusia dalam rangksa
pernbiayaan kredit komsorsium,

Yang dimaksud dengan "kuasa® adalah orang yang mendapat kussa khusus dari Penerima Fidusia untul mewakili
kepentingannya dalum penenmaan Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia

Yang dimaksud dengan "wakil® adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam
penenmaan Jaminan Fidusia, misalnys, Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Pasal 9

Keteniuan dalam Pasal ini penting dipandang dary segi kornersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan
Tidusia mericakup Benda yung diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang-undang ini menjamin
fleksibilitas yang berkenann dengan hal ihwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang
Pasal 10

Hurufa

Yang dimaksud dengan “hasil dari Bends yang menjadi objek Jaminan Fidusia™ adalah segala sesuaiu yang
diperoleh dan Benda vang dibebani Jaminan Fidusia,

Huruf b

Ketenlusn dalam huraf b ini dimaksudkan untuk menegaskan apabils Benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi
tersebut merupakan hak Penerima Fidusia,

Paszal 11

Pendafiaran Benda yang dibebani dengan Juminan Fidusia dilaksanakan di temput kedudukan Pemberi Fidusia dan
pendaflarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indoncsia
untuk memenuhi asas publisitas, sckaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda
yang telah dibeban Jaminan Fidusia

Pasal 12

Kuntor Pendafluran Fidusia merupokan bagian dalam lingkungan Departemen Eehakiman dan bakan institusi yang
mandin atau umt pelaksana teknis.

Kantor Pendafiaran Fidusia didinken untuk pertama kali di jakarta dan secara beriahap, sesuai keperluan, di ibukota
proping di seluruh wilaysh negam RL

Dalam hal Kantor Pendafteran Fidusia belum didinkan di tap dssrah Tingkat 11 maks wilaysh kega Kantor
Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi sduruh dacrah Tinghkat I yang berada di lingkungan wilayahnya,
Penditian Kantor Pendafiaran Fidusia di dacrsh Tingkat Il dupat disesunikan dengan Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 entang Pemerintahan Decrah.

Pasal 13

Ayat (1) dan Ayat (2) .

Cukup jelas

Ayal (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendafiaran Fidusia fidak melakukan pemlaian terhadap kebennran yong
dicantumban dalam pernyatsan Pendafioran Jaminan Fidusia skan tetapi hanya melakukan penpecekan data
stbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayal{2).

Ayat(d) .

Cukup jefas

Pasal 14

.
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Avat(1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Avat (3}

Ketentuan ini tidak mengumngi berlakunya Pasal 613 Kimb Undang-undang Hukum Perdata bagi pengalihan
piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya. .

Pasal 15

Avat(l)

Cukup jelas

Ayat(2)

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan ekseluiorial™ adalak langsung dapat dilaksanakan tanpa
melzlui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Avat(3)

Salah satu cin Jaminan Fidusia sdalah kemudshan dalam pelaksanun cksekusinya yaitu apabila mhak Pemben
Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dulam Undang-undang ini dipandang perfu diatur secarn khusus tentang
eksekusi Jaminan Fidusia melalid lembaga parate eksekusi

Pasal 16

Avat (1)

Perubshan mengenar habhul yung tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, harus diberitahuken kepada pars
pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan skta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan
dunin usaha,

Ayar(2)

Cukup jelas

Paszal 17

Fudusia ulang oleh Pemben Fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas Benda
yang menjach objek Jaminan Fidusia kerena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Pencrima
Fidusia.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

"Pengaliban hak stes piutang” dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah "cessie” yakni pengalihan piutang yang
dilakukan dengan akia otentik atau ukta di bawah tangan. Dengan adanya cessie ini, maka segala hak dan kewsjiban
Pencrirm Fidusia lama beralib kepada Penerima Fidusia baru dan pengalibiun hak atas piutang tersebut diberitahikan
kepoada Pemberi Fidusia

Pasal 20

Ketentuan ini mengakui prinsip "droit de swite” vang telah merupakan bagian dar peraturan perundang-undangan
vang berlaku dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (in rems ’
Pasal 21

Keteniuan ini menegaskan kembali bahiwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persedizan vang menjadi
objek Jamunan Fidusia. Mamun demikion untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yvang dialihkan
tersebut wajib diganti dengan objek vang setarn.

Yang dimaksud dengan "mengalihkan” sntars lsin termasuk menjual atau menyewakan dalam rangha kegiatan
usahanya,

Yang dimaksud dengan "setara” tdak hanya nialinya tetapi 1Uga jemsnya.;

Yang dimaksud dengan “cidera janji" sdalsh tidak memenuhi prestes, baik yang berdasarkan peanyian pokok,
pejanjian Juminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnva,

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “harga pasar” adalah harga yang wajar yang berlakw di pasar pada saat penjualan Bends
tersebut, sehingga tiduk mengesankan adamya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan
Benda tersebut.

Pasal 23

Ayat (1)

Yung dimaksud dengan "menggabungkan” adalah penyatuan bagian-bagian dar Penda tersebut. Yang dimaksud
dengan "mencampur” adalah penyatuan Benda yang sepadan dengan Benda vang menjadi objek Jaminan Fidusia,
Axvat (2}

Yang dimsksud dengan “benda yang tidak merupakan benda persediaan”. misalnya mesin produksi, mokil pribadi,
atau rumah pribadi yvang menjadi objek Jaminan Fidusia,

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Avat(l)

Sesual dengan sifat ikutan dar Jeminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang ya g
dijamln pelunasannya.

Apabila piulang tersebut hapus karcna hapusaya ulang atau karena pelepaszn, maka dengan sendirinys Jaminan
Fldusin vang bersangkutan menjadi hapus,

Yang dimaksud dengan "hapusnya utang” antars lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan
vang dibuat kreditor,

Avat{2)
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Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminsn Fidusia musnah dan Benda tersebat dasursnsikan maks kiaim
asurans akan menjadi pengganti objek Jaminan Fidusia tersebut

Ayat (3)

Culkup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Hak yang ddahulukan dhitung scjsk tanggal pendaflaran Benda yang menjadi Jaminan Fidusia pada Kantor
Pendaftaran Fidusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Ketentuan dalam ayat imi berhubungan denpan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hok agunan atas
kebendaan bagi pelunasan utang. Di ssmping itu, ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan menentukan
bahwa Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atay likuidas,

Pasal 28 dan Pasal 29

Cukup jelas

asal 30

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada walktu eksckusi
dilaksanakan, Penerime Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apahila pertu
dapat meminta bantuan pihak vang berwenang.

Pasal 31 s.d Pasal 36

Cukup jetas

Pasal 37

Avat (1) dan Avat (2}

Cukup jelas

Ayat{3)

Berdasarkan ketentuan ayat ini, maks penanjian Jaminan Fidusia yang tidak didafter tidak mempunysi hak yang
didahulukan {preferen) baik di dafam maupun di luar kepailitan dan atau likuidas,

Pusal 38 s=.d Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUR LIK INDONESLA NOMOR 3889

.

m


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LAMPIRAN 4

N O
BLPUBLIE FCDETIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDOMESIA
HOMOR 8 TAHLUN 18090
TENTANG

PERLINDUNGAN KONSLIMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

1. eemwa pembangunan nasional berhyuan wuk mewLjudsan sualy
masyarakal ackl dan mekmur yang merata matenil din spiritual dakam
ara demokrasi ekonomi berdagar kan Pancaslits dan Undang-Ungang
Casar 1845;

bafwa pembangunan perekoromian nasionsl pada era giobaiisasi hasus

dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sshinggs mampu

menghasllian beraneks barang danfatau jasa yang memilikl kardurgan
teknolog yang dapat meningxatkan kese@hteraan masyarasal barmyak
dan sekaligus mendapatkan ke pasdlan alas barang dan/acal jasa yang
dipercieh darl perdagangan tenpa mengakibatkan kerugan konsumen

3. bahwe semakin terbukanya pasar nasional sebaga: akibat darl pross
globallinsi elonomi harus tetap menjamin peningiatan kesgiahteraan
mesyarakat serte kepastian alas mutu, jumish, dan keamanan barang
danfatau jasa yang diperalahnya di pasar;

4. babwa untuk meningkatkan harkat dan mariabat konsumen perlu
meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedullan, kemampuan can
kemandirian konsumen Lk malindungi cirinya sera
menumbuhkembanghan &kap pelaku usaha yang bertanggung [awat

5. bawa katentuan hukum yang melindungl kepantingan kansumen di
Incoresia befum memadal

6. babwa bercasarkan perlimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat
paraturan perundang-uncangan uniuk mewujudian keseimbangan
parlingungan kepantingan korsumen dan pelaku useha sehingga
lerciptes perekonomian yang sehal,

7. bahwa uniuk It perlu dibentuk Ungang-undang tentang Perlindungan
Konsiman;

!‘J

Mangingat

Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayal (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Casar 1945

Cengan perseiujuan

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pazal1

Dialam Lindang-unda g ini yang dimassud dergan |

=

- Parincungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian fukum untuk member perindungan kepada konsumen
Honeumen adalah seliap orang pemakai barang danfatau jasa yang
lersedia calem masyarakat, bak bagl kepentingan diri sendir, keduarga,
arang lain, maupun makbiuk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
Pelaku ussha adalah setiap orang persacrangan atau badan usaha, baix
yang berbentuk badan hukum mausun bukan badan hulum yang
diciikan can berkeduduian atau melakukan keglatan calam wiimyah
hukum negara Republik Indanesia, balk sendin maupun bersama-sama
melalui perjanjian memyelenggarakan kegiatan usaha dalam bertagai
bidang ekoromi

Barang adalsh setiap benda bak berwujud ma upun fidak berwiujud, Daik
bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabskan maupun Udak dapat
dihabiskan, yang capal untuk ciperdagangkan, dipakai, dipergunakan,
atau dimanlaalkan cleh konsumen.

263 acalah setap layanan yang berbeniuk pekerjaan atayu prestasi
yang disediakan bagl masyarakat untuk dimanfaatkan aleh kansumen.
Promos| adalah kegiatan pengenalan atau penyebariussan informas|
sualu barang dan/atay Jasa untuk menark minat bell kansumen ferradap
barang dan/atau jase yang akan dan sedang ciperdagangsan

Impor barang adalsh kegiatan memasukkan barang We calam deerah
pabean,

Impar Jzsa adalah keglatan penyediaan asa asing Lniuk digunakan di
calam wilayah Republik Indonesia

Lembaga Perlindungan Kensumen Swadaya Masyarakal agaiah
Iembaga ron-Pemerintah yang terdafier dan diaku oleh Pemerintah
yang mempunyal kegiatan menangan parindungan konsumen.

. Klauslle Baku adalah setap aturen etau ketentuan dan wyBral-syarat

yang lelah dipersiapkan dan ditetapkan teriabih dahuiu secara sepihak
oleh pelaku Leaha yang difuangkan calam suaty dokumen darnjatey
perjanyan yang mengikal dan wajib dpanuni oleh konsLmen

. Badan Penyelesaian Sengketa Korsumen adalzh badan yang berugas

menangani dan menyelesaikan ssngkela antara pelatu usaha dan
korsumen

- Bacan Perindungan Konsumen Masional adatah badan yang dibarius

uniuk membaniu Lpdya pengembangan perindungan konsuman
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Jember

Jniversitas

sitory

e T

13, Menle Bdnlnh menber yang fang Frghkup tugas dan tanggung
jEwstnya meliputi ideng perdagangan

BAB
ASAS DAN TUJUAN

LT

ulu:n..__.ﬁ.-: rﬂii!rli:ﬁlrl. Kpadisn SEMSTLRGEN, ImaTandT gen
kERemalan knsumen, sare kepastian mukum

g
£
-
:

(]
unituk Mialircungs din;
* . mengangsat harksat dan fartabal kensumen dergan cars

BAD 1))
HAK DAM KEWALIBAN
Bagian Pertama
Hak dan Kewalban Konsumaen

1. hak stas karyamarnan, SATANEnN, J80 ureeamatan daiam
mengkonaumsi barang dervaley jasa;

2. rak uiluk mamilin barang danalau jasa serts mendapatian barang

can‘alau [asa lersebul sesuni gengan nilal tukar dan kendal saila

iaminan yang dijanjikan,

3. hak atss informasi yang benas, jeies, G JpS MenQenE: sunc W dan
TTenan berang Cana iy jees

4. rak untuk delengar perdice! dan bziuhanmge atas Bang dardatay J=EE
yang digunakan,

5. hak uniuk mandagatian achvokasi perlindurgan. dan upays
penyalesaian senghels perlindungan Kenaumen secara Pt

6. rak Unlul mendapai pemiwasn dan penticikan konsumen

uirﬁinﬁ!rﬁ.ﬁ_-ﬁ dileyeni swcars benar dan Ui gerta tidak
Anaimingr
¥ hak untue mencagatcan Fompensasl, gant nigl davate PengCInien

dpatg barang caniils msa FRNG Slarima lcak sedu| dengan
P njian atsu Hoak setacaimana Maddirye

9. hak-hak yang distur dalam keteniusn peraten Parundang-uncangan
lainnya
Pasai §
Kewapban kansuman adalan

8 membaca atau mengikuti PeLn|UK (nformasi dan prosedur parmakeian

dlau pemantantan barang Sar/eleu jsas demi keamanan dan
b BT

b berticag w!r_!!.. B Kan A pemoean bareng canstau
M,

C 3-_._.__-!1!, Eesual dengan nilss fukar yang deapalan,

n__._i_.__uz_._e cuniv-_.__..-_l-_.n_._EF_:._ sergheta perlndungan konsaman
wecars patut.

Baglan Kedua
Hak dan Kewajizan Peisku Usaha

Paxal 8
Hax pwlphis uegha BEainr

L Fak untuk marerima PETERyaTan yang segua: CENQan kemapaksian
muengenai kondisl can niias tukar bamng dan/stau jasa yang
dperdagangkan,

b, hak untuk mendapal perindungsan hukum dar lindskan konsumen yang
bertikad ticak sk

... EEE?EEIEBE&!}EE
Fukim sangaeta korgomen

d. hak unituk refabiitasi nama balx apabus larbuid secars Fuibum tafwa
ke rugian konsumen

lidak ciakebathan oloh barang darvatau juss yang
Siperdagangian;

€ hak-rakyang distur oatam keteniusn peraturan pefUndang-undsngan
By

Pasal 7
Kowajtin pelaxy usahe sdalal

8. bt beik G lem meia e SN URa TRy,

b memberian niomas YEng Denad, s dan jujur menge ) kondi can
aminan barang danlay jess sens memben Perprlasan pangoungan
perbakan dan v-#_..___.__._.u.l._,.

n_._._!._u__“rr_._x-:.#c Melayar konsumen secara benar gan jujur serta
Vicak clekriminatd

g
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d. menjamin muty barang den/atau jesa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan Derdasarkan kelenluan standar mutl barang darvatau
jasa yang berishu;

c. memoer| kesampatan XEpada KonEUMEn Uik manguii, dan/stau
mencoba barang dan/atay jeea lerenty serta memberi @minan dardalau
@aransi atas barang yang dibuat can'atau yang diperdagangken

I. memberi knmpensasl, gant rugl dsnistau penggantian atss kerugian
akibat perggursaan, permakaian dan pemanfaatan barang dernvatau [@sa
yang diperdagangkan,

E. memberl kampersasi, gari rugl dan/atau penggardian apakia bararg
danalal jasa yang dierima alau dimanfaatkan fdak sesuai dengan
perjanian,

BAB IV
PERBUATAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA

Pasal B

(1) Petalku usaha dilerang memproduksl daniatau merperdagangkan barang dan'atau jasa
yBng :

o, tidakmemenuhd ataw tidak sesual dengan slandar yerg dipersyaratkan
gan ketenfuan peraturan peruncang-undangan;

b. tidak eseual cangan betat bersih, isi bersih atau nevto, dan jumiah dalam
hitungan sebagaimana yang dinyatakan calam label alau eliket barang
tersabut;

¢. lidak sesual dengan ukuran, fakeran, timbangan dan jumiah dalam
hitungan menurd ukuran yarg sabenarmys;

d. tidak sesual dengan kands!, jaminan, keislmewaan atal kemanjuran
sebagaimana dinyalakan galem label, eliket alay keterangan oarang
dan/atad jasa tersebu;

¢. tidak sesual dengan muby, tingkatan, knmoosis, proses pengolahan,

A g2ye, mode, alau penggunaan terentu sebagaimana dinyatakan da'am
|abel atau keterangan barang dervatau jesa ersebut;

. tdak sesusi dengan janji yeng diryatakan dalzm labsl etiker,
keterangan, iklan atau promosl penjualan barang dan/atau [aes tersebut,

B ldak mencaniumxan langgal kadaluwares alau jangsa wakiu
perggunaanipemanfaatan yarg paling balk atas barang lerenty;

b tigak mangilai kelentuan berpreduksl secara halal, sebagaimara
pernyatasn "halal" yang dicartumkan dalam labe!;

i. tdak memasang latel atau membuat penjelasan barang yang memust
rama barang, Ukuran, beraliel berslh atau nefo, kbmposisi, aturan
pekal, tanggal permbuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku
usaha serta keterangan laln untul penggunasn yang menurut ketertuan
harus di pesangidibuat;

j.  ticak mencarfumkan informesi dan/atau pelunjuk penggunaan barang
dalam barasa Indonesle sesual dengan ketenfuan perundang-undangon
yang bertaku

(2) Pelaiy usaha difarang memperdagangkan barang yang rusak, cacal ataw bekas, dan
leicemar lanpa membenkan infarmasi secara lengkap dan banar atas barang dmaksud,

&

(3] Pelnhd Usaha diarang memperdagangkan sediaan larmasd dan pangan yang rusak, cacal
aisu bekas Gan lercemar, dengan atau tanpa memberikan nfommasi secara lengkap dan benar.

(4} Pelakl usaha yang melakuxan petanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang
memperdagangkan berang danfatay jssa lersebul serts wajib menariknya darl poredaran

Pazal§

(1] Pulzku usaha dilarang menawarkan, memprormostan, mengidan-kan suatu barang dardatau
jasa secara fidak bonar, dan/atau seolah-olan

a. barang terssbut lelah memenul dariatau memilikl potongan harga,
harga khusus, standar muty tertenty, gaya atau mode tarbanby,
harakdesigtik terteniy, sejarah ateu guna wriantu,

b. bafang tersetsl calam keadaan baik daniatau baru

€. barang dan‘aiau |asa tersebut telsh mendapalkan danatau memiliki

sponsor, pereetujuan, perangiapan lertenty, keuntungan tertantu, ciri-

oifi keja afey aksesor tertentu,

barang dan/atay jass fersabut dbuat oleh parusahaan yang mempuryal

dponsot, persedujuan atay afiliasi;

barang dan/alaw |ass tersebul tersedia,

barang lersabut tidak mengancung cacat tersembunyi;

barang tersebut mesupakan kelengkapan dan barang teremy;

parang lereabul berasal derl dearah tederdy

secars langsung atau lidak iangsung merendahkan barang danfalay jasa

lain;

J. menggunakan kata-kats yang berlebihan, sepen aman, tidak
berbahaya, tidak mengandung risko atau efek sampingan tanpa
kelerangan vang lengkap,

K. menawarkan sesuslu yang mengandung jarji yang belum past

B

S el

[2) Barany dan‘atau |asa sebagasmana dimakeud pada ayel (1) diarang uriuk diperoagangkan

12} Pelaku usaha yang melakuban pelsnggaran terhadap ayat [1) dilarang malanjutian
penawaran, promodd. dan penglklanan barang dan/alau jasa lersabut,

Pasal 10

Pelaky usaha calam menawarkan barang dan/atau [asa yang divjukan untuk diperda pangkan
dilarang merawarsan, mempromeslkan, mengikinkan atau mambuat permyataan yang tidak
tenar alau meryesatkan mengeanal ;

u, narga siay larlf suaty barang dan/eteu jasa,

b, kegunaan suatu berang dervetau jasa;

€. kondisi, targgungan, |aminan, ik atau gant rugl atas susk barang
danfatau jasa,

d. tawaran polongan farga atau hadeh menank yang daawarkan

<. Dahaya penggunaan barang darviatall jssa

Pasal 11
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Peiaku usaha delam hal perjualan yang cllalkukan muolaiui cars obrat aau lelang, diarang
mangelablamenyesatkan konsumen dergan |

8. memyataken barang darvatau jasa tersebut seolah-oian telah memernuhi
slandar muty lerlenfu;

b. menyatakan berang dan/alau jasa tersebut seclar-alan fdak
maengandung cacat larsem bunyl,

€. Hoak berruat Lnfuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dergarn
makeud uniuk menjual Sarang fain;

d, tidak menyediakan barang dalam Jumian terentu darvatad jumiah yvang
cukup dengan maksud menjual barang yang tain;

€, lidak memyediakan [2sa dalam kapasilas tertentu &lau calam jumiak
Clkup dengan maksud menjual jasa yang lain,

f. menalkkan harga atau fant barang danfatau jase sebeium metkukan
otval.

Pasal 12

Palaku usaha dilarang menawarkan, mempromasiken atay mengiklankan sualu barang darvatau
jasa dengin harga atau tanf Khusus dalam wa kiu dan jumiah ledeniy, jiky pelaiy usaha tersebut
fidak bermaksud untuk metakeanakanmya sesual dengan waldu dan jumlah yang ditawarken,
dipromosikan, ataw diikdankan,

Pazal 12

{1) Pelahu usaha deatang mandwarkan, mampromaostkar, Btaw mengslankan suaty berang
dan'alay jasa dengan cara menganjikan pemberian hadah berupa barang darvatay |asa lain
SEcona cUMa-cuma dengan makeud figek memberikanmya atay memberikan licak sabagaimars

yang dijan|ikannya,

(2) Peiaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan alad mengldankan obat, obat
Uradisiongl, suptemen makaran, alat kesehalan, dan jasa pelayanan kesenslan dengan cara
ménjanikan pembanan hadiah berupa berang dandatay jasa lain.

Pasal 14

Fefaku vsaha delam merawarkan barang danvatay jgea yeng divukan untuk ciperdagangkan
dengan memberikan hadiah malalul cara undian, dilasang unfuk

tidak melakukan penankan haciah setelah batas waktu yang aiarixan,
maengumumikan hasiima ligak melalul media mass,

membarikan hadiah lidak sesuai gengan yang dijang kan,

menpganti hadiah yang lidak sstara dengan nisl hadian yang dijnikan

ol o

Pasal 18

Pelaku usaha dalam menawarkan barang can/etau jasa diarang melakukan dergan cara
pemaksdan alau cara |ain yang dapat menimbulkan gangguan beaik fisik maupun peiks terhadap
Konswumen

Pasal 16

1#...&. L

-

Polaku wsana calam menawarkan barang dan/atay jasa meislul pesanan ciarang untuk

8. Ddek menepall pesanan dan/atau kesepakstan wakiu penyaiesaian
62502 dangan yang dijarjlkan;
b. tidak menapali jan|i alas sustu pefayanan danfatau prestasl

Pasal 17
(1} Pelak usaha perlslanan dilarang mem procuksl kdan yang

A, mengelacul konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, keganaan
dan harga barang danvatay tarif j2sa serte ketepatan waktu penermaan
barang darvatau |asa,

b. mengeiabul jaminanigaransi ternadap barang darvalau [asa;

€. memuat informesl yang kelini, salah, atau fidek tepat mengenai barang
canvalau jags;

d. tidak memuat infommasi mengenal Helke pemakaian barang daniatau
|asa;

€, mengaksploasl kejadan dandatal seseorang tanpa seizin yang
berwenang atau persetujuan yarg bersangkutan;

I melanggas etia danisiau kelentuan peraluran perundang-undangar
mengenal perikianan

12) Pelaku Usaha peridanan dilarang melan|uixan peredaran ikan yang telah matanggar
kelentuan pada ayat (1)

BAB ¥V
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

(1} Pelaku usafa dalsm menewarkan barang dan/asteu Jsss yang dhgukan untuk diperdagangsan
dlarang membuat ateu mencartumkan kausua baky pada setiap dokumen danatau perjanjan
apabila

L, menyatakan pengalinan tangoung jawab pelaky usana;

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menglak peryerahan kemball
tarang yang dibell kensumen;

¢. maryataken baiwa pelaky usaha berhak menolak penyeraran kembal|
uang yanyg dibayarkan sias barang can/atay jasa yang dibali olah
Korslman;

d. menyatakan pemberan kuasa darl konsumen kepada pelaku usara taik
BECAM langeung maupun fidak lengsung unhuk melakukan segala
tindakan sepihak yeng berkaitan dengan barang yang dibeli cizh
konsUmEn sacara angsurarn,

€, mengatur penhal pembukfisn atas nilangrya keguraan barang alau
pemanfaatan jasa yang dibeli aleh kansumen;
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[ memben ek kopeda pelaky usshs uriluk mengurang| manifaal jasa mls. Pagal
t:”ﬂs.-_d_ Farts kekayaan kamumen yang menad obyek jual bedi !

N (1) Importir barang bertangiguing jawab seoagal perm bust bers champor apaEnile impartaes
E %gﬂgiéﬁ“ﬁgu u-ﬂ!ﬁ_!lwhwﬁwnlixgil!;ﬁhtﬂﬂii .
SepnaK ole pelak Usana dalam Mmasa korumen mamantaats IMEOMN jmea bertangourng sebage: panyeca i
- yang ni___.___h-_- o S __me.u_.__ E-__“.M..-r:_n: I i perwa e dparrig P
I b, menyatakan barwa korsurmen memben Kuasa kepada pelaky Lsana e e e
untuk pembebanan hek tanggurgan, hak gadal, atay hak Jaminan P
0 tefadap barsng yang diel cleh koreumen secers argeutan e
m ﬁugiigggifjtﬂziiéﬁiﬁk et et g g e v s b
s = . : csiam Pasal _uu.a:;_.vltuu.&!nl!ﬂiﬂi:g:g!ﬂﬁudiné;
_m.uu dapat dicece sacare jews. tau yang pergunghagennya sult dimengert Eana Iana Mmanutup kemungiinan bagi Sk Ltk metskukan pembukaan .
(9) Satiap kausuis baku yang telah ditulaplan sish pelihu usahe pada dokumen stau peranjian
N “”m memanuhi ketentusn sebagaimana dimakeud pads wyal (1) can ayal (2) diryalakan batsl e
a Palnka ussha yang menolak carvatay tidak memben tanggapan danieiey tidek
Wi miemmiihi gant
4= :
4 ) Eiggg;ggn 1 (7). eyl (2), ayat (3),
D ﬂuu-ss.,i.if-i:ﬂiuii!filun! ang tenaniangan dengan Lindang-unoang gan aymf (4) iuﬂiggaggg%ﬁaﬁf
o Dot peadian di lampe! kecuduian naumen
nW Pasal 24
o BAB Vi (1] Pelakis usaha yang menjual Darang panfalsy (ssa ke palaky ysaha lgin beta
w TANGOUNG JAWAE PELAKUY USAHA jawab WS {UrtLtan gani i dan/ated gugatan EE:H_E apatuia T
> Pasal 1@ L irﬁﬁi!ﬁ:ﬂiﬂllﬂguig
S {1} Pelaku usaha bartanggung jawib membenikan GRND rugl alan kerusakan, pencamaran b ey s :
. : En, - polaku Lsaria fan, O delam transaksl |usl bel ticak mengethul adanya
.m danalau kerugian konsumen akibal mengkonsLms! barang danialau jssa yang dihnelixan atsu pelubahan bamang danfslau jese yang diiskukan oleh pelaky usaha -__rc
ggﬂg ! EEIHEEH:EZS.EFE:EB-E
{2) Ganyi i Ml paca 1 it br u
O oty G o s s s e S k) s s A S s e
np___n..-.__.._..-__._! v_._._”._v._.i: saniunan yang sesual dengan wetenduan peraturan perundang-uncangan Servatau jasa menjual kembail kepada ﬁu!...__..!nlﬁ-___._.l malaeukarn i:ﬁu.:u! bara i.ﬂ
e berlak danalau jusa lersebar
RQ Pemoetian ganli rug) dilaksarakan dalam tenggang waku 7 (lujuh) Farl setelet tanggal Patal 25
n.Ia.. . (1) Pylaby ussng Egﬁigiﬂgiilﬁ. daiam batas
— | Pemberian gant rugl sebagaimans dimaksud PAGE ayat (1) Qi ayal (7) foss menghapuskan ,..i.n.__ Wrang-arangrye 1 (el hun :ii:ﬁgﬁa‘gf
.
g&ﬁnﬂﬂﬁﬂ"ﬁ!i funtu1an pidena berdasarian pembusdian lebin faryut mengeres adanya PuIra [ual Gan wjb memenu [aminan steu Garansi sesuai dengan yang diperjanisan

) ) (2} Peloku uUsaha sebagaimaena dimaksud pads ayat (1) badanggung jawaD stas lunutan ganti
()5) Kesentian setgaimans cmakaud puds ayat (1) can syt (2 tidak berlaku Spabilz pelsku 8 el uian ge
st . . Hapinh day v - Iuge catvatad gugaten konsumen apabila pelaky ussha tersebut

k. Lok meredaien stay ®al meryRoIRESR suky cBIEND danatay
Pasai 20 Pasdtan pechaan

Palaku usahia parikianan bartanggung [awab atas idan vang di lai . b, licak memenuhi atay Gagal mamanuil [amiran wisw gErane yang
ditimbaxan oleh idan tersebt © ¢ gt P ONR ahal yry . @perjanyikan
Fasal 28
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Palaku Usana ying memperdagang«an jasa walib memenum [aminan denfatau garansi vang
digepalati danvalay yang diperjanjian

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduks! barang dibebaskan darl tanggung jawab alas KBrugian yang
diderila Konsuwmen, apabila -

barang tersebust terbukti senerusnye Loak disdarkan atad tidak
dimaksudian uniuk diedarsan;

cacat barang tmbul pada kemudian rari;

cacat imoul aksbat ditaslinga keleniuan mengenal kualifikas: barang,
keialaian yang dakibalkan vieh konsumen;

lewairya jangka wakiu penuniutan 4 (empal) Ehun sejak barang dibeli
aiau lewatrya janghke wakiu yang diperanjikan,

P B s

Pasal 28

Pembiustian leracap ada idaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugl sebagamana
dmaksud dalam Fasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan befan dan langgung jawab pelaku
usaha.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Partama
Pambinaan

Pasal 28

(1) Pemerinian bertanggung jawab alas pembinaan penyelenggaraan perlindungan kansumen
yang menjamin dipergiehnya hak konsumen dan pelaku usaha sera dilaksanaskarnya kewn|iban
konsumen dan paiaky wsaha,

{2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelanggareen perlindungan korsumen setagaimana
dimaksud pada ayat (1) diaksanakan olen Menteri dan/atau merter telnis terkait

(d) Mentan setagaimana dimaksyd pade eyat (2) melakuken koordnasi atas peayelenggaraan
perlindunpan korsumen

{4) Pemoinaan penyelenggaraan perlindungan kansumen setagaimana dimeksud pada ayal (2)
malipidi upaya urduk :

4, ferciplanye iklim usaha dan fumbuhnya hubungen yang sehal antara
pelaku ussha dan koosumen,

b. barkembengnys lembaga perlindungan konsumen swacaya masysrakal,

¢. maningkatrya kualilas surmber caya manusa sera meningkatnys
kegialan peneilien can pengembangan di bidang periindungan
konsumen

{5) Katanluan sbin lanjut mengenai pembinaan peryelenggaraan perlindurgan konsumen diatur
dergan Peraluran Pemerintah

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 30

[1) Pangawasan lerhadap peryelenggaraan parlindungan konsuman serta penerapan ketentuan
peraluran perundang-undangannyn diselenggaraken oieh pemerindan, masyarakal den lembaga
perlindungan kansumen swadaya masyarakat

() Pengawesan cleh pemenniah sebagaimana dimaksiud pada ayat (1) dilaksanakan olan
Menter danfalau menter| teknis farkait

{2} Pergyawasan oleh masyarakal dan lermbaga perlindungan konsumen swadaya masyarakal
diakukan lerhadap barang dan/atu |asa yang beredar di pasar,

(4] Apatea hasl pengewasan sebagalmana dmahksud pada ayat (3] ternyats menygmpang dari
peraturan peruncang-undangan yarg barlakl dan membahayakan korsumen, Menter dan/atau
menteri teknie mengameil indakan sesual dengan persiuran peruncang-urdangan yang berlaku,

{8) Hasl pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perindungan korsumen
Swadays mesyarakal dapal deebarluaskan kepads mesyarekat dan dapat disampalkan kepada
Mentan dan mente lehnis.

(B} Keterluan pelaksanaan lugas pangawasan eebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dar: ayet (3} ditelapkan dengan Peraiuran Pamerintah

BAB VIl
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
Bagian Pertama
Wama, Kedudukan, Fungsl, dan Tugas
Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perindungen konsumen dibenluk Badan Perindungan
Honsumen Naslonal

Pasal 32

Badan Farlindungan Konsumen Naslonal berkeducukan dl [bu Kol Megara Republik inoonesia
dan bertanggung jawab kepada Presiden

Pasal 33
Badan Perlindungan Konsumen Nasanal mempunyai fungs memberikan saran dan )
pertmbangan kepeda pemerintah dalam upaya mengembangkan perlsndungan korsumen g
Irdonesia

Pasal 34

11} Uriluk menjaiankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlincungan
Keonsumen Masional mempuryal tugas


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

8. memberian saah dan rekomendas kepada pemenmiah dalam ranghs
permyusunan kebipksaraan di bidang pefinoungan korsumen;

b, melakukan perelitian dan pengkajan terhadap peraturan panundang-
undangan yang beslaku dl bicang perlindungan kansumen,

£, melakukan perelitian terhadap barsng danfatau asa yang menyangkul
keselamatan konsumen,

d. mendarong berkembangnya lembaga perlindungan Konsumen swadaya
Mmasyarakat,

g. menyebariuaskan informasi malalul media mangenai perlindungan
konaumen dan memasyarakatian slkap keberpihakan kepada
KO,

f. menefima pangaduan lentaryg perlindungan konswmen dar masyarakat,
embaga parlindungan kensumen swadaya masyarakat, alau pelaku
usaha;

g melakukan survel yang menyanglot kebutuhan konsumen.

(2) Datam melaksaraban Wgas setagammana dimaksud pada ayar (1), Badan Peilindungan
Kensumen MNasional gapat bekars sama dengan organisasi korsumen mbernasional.

Baglan Kedua
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Fasal 36

(1} Badan Perlindungan Konsumen MNasloral terdirl stas seorang ketus merangsap anggola
seorang waldl katua mergngkap anggots, sera sekurang-kurangnya 15 (lima belas) arang dan
sebanyak-banyalonya 25 (dua puluh lima) orang anggota yanyg Mewakili sermua e,

[2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan dibermentikan olen Presiden
atas usul Menter|, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyal Republik Inconesia

{3} Masa Jabatan kefua, wakil kaiua, dan anpgola Badan Perlindungan Koneumen Nesiona|
selama 3 (liga) tahun dan depat diangkat kemball untuk 1 (salu] kall masa jabatan beskutnya

[4) Ketua dan wasil ketsa Badan Periindungan Konsumen Nasional diplin oieh anggota

Pasal 38
Anggota Badan Fedindungan Korsumen Nasonal wrdin ates ungur |

pemerirtah;

perlaku usaha;

lembaga perlindungan konedmen $wadaya masyaakal;
ahkademisl; dan

tenaga ahll.

o Lk et e

Pasal 37
Parsyarelan keangoolaan Bagan Perlindungan Korsumen MNasicnal adakah;

B wasga negara Repubik indonesia

berbadan sehat;

berkeakuan baik;,

fidak pernaf dibukum karena kejahatan,

mamilikl pengetanuan dan pengalamen dl bidang perlindungan
koraumen; dan

barusia seiurang- kurangma 30 (tiga pulub) Bhun

o Tl

™

Fasal 38

Keanggetasn Bacan Periincungan Konsumen Masional berfent karena |

rmeninggad dunia;

mengurdurkan dirl slas permintaan sendirl,

berempatl bnggal di lear wilayah negara Repubik Inconesia;
sakil secara l#fus mererLs,

beraknir masa |abatan sebagai anggota; atau

dibarhentikan.

R D o

Pasal 32

{1] Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Pedincungan Konsumen Masloral dibaniu alen
sikrotariat,

[2) Sekretarial sebagalmana dimaksud paca ayat (1) dipimpn olsh seorang sekretarls yang
dianghal oleh Ketua Badan Perindungan Hansumen Wasgicnal

{3} Fungel, lugas, dan tata kesja sexrelanal sebageimara cemaksud pada ayal (1) diatur dalam
kepulusan Keiua Badan Parlindungan Konsuman Nasional,

Pazal 40

(1) Apabila diperiuken Badan Perlindungan Konaumen Masliona! dapat membeniuk pereaidan o
Ik Kote Daarah Tingkat | untuk membanty pelaksanaan bogasnya,

{2) Pemberiukan perwakian sebagaimana dmassud pada ayat (1) ditetapkan habih lanju
dengan kepulusan Ketus Badan Perlingurgan Kansumen MNasonal,

Pagal 41

Calam pelaksanaan tugss, Badan Perindungan Konsumen Naglaral barkerja berdasarkan tata
kirja yang diaiur dengan keputusan Ketua Badan Perindungan Korsumen Nasiona|

Pasal 42
Biaya unfuk pelaksanaan tugas Badan Perindungan Konsumen Kasonal dibebanken kepada
anggarmn pendapatan dan belanja negara can surmber lain yang sesual dengan peraturan
peruncang-undangan yang berlaky

Pasal 43
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BAB X
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
EWADAYA MASYARAMAT

Pagal da

(1) Pemeriniat mengakul kembega perlindungan kansumen swadaya masysrakat yang
mamanuhl wyaral

(2] Lembaga pecindungan komimen FABONFR Masyar2bal memie kesempatsn Lk berperan

il dalm mewyjudian Perinduncen konsumen
{3} Tugns lembaga pezlindungan konsumen swadaya masyanm kel meliput kagratan

& marpebarinn nfomesl cemm fATgHE Menngkatian keaslls on Blas hak fan
e oA G Eii:gggplqﬂﬁuﬁ!
|asa

b membaran rasihat kapdda kommumen yang memeriuka nnga;

€ bekerjs sams dengan instansl terkail datam \piya mewlgudkan pedinggngan
komsurmen;

€. melakulan pengawasan bersama pementan can masyarasal eihagag
pelaksanaan parlindungan kommuman,

(%) Kelenbuan febin lanjt mengenal tugas lembags PeriNDUTQAn korslmen swadaya
i!t!lﬁﬁ!iiiiniitiﬁwuiﬁgg?gg

BAB X
PENYELESAIAN SENGHETA
Bagian Pertama
Umum

Pasal df

(1) Setap konsumen yang dirugikan dapel merggugal pe bk weaha maelsiul lemeags vang
bartugas menyeizssikan serigkets antars koneLmen dan pelale usana atau malslul peradiian
yarg berada di linglungan peradilen umum.

(4} Apatia teiah cipsin Lpaye peryelesaian SNGAER konsUmen & Lar pengacan, gugatan
malalul pengadiian harys dapet ditempu apatila cpaya leme bl dnyataaen fdek barrasd alah

ealah galy pihak stau cleh para pahak yang bemengketa

Paxal &8

(1} Gugatan afas pelanggaran pelaky Lsaka cacat difaksan oleh

kaplatan spwuni dengan angparan dasarmys;
d. pemenintah canistau instarsl leticait apzbile barang cansatal jaes yang

DU Sy timantas tan glﬁi:ﬁ!iﬂﬂﬂ-
danEts] wrtan yang boak sedit

() Gugatan yang disjuan olah sekeiompok hofwumen, lemtaga perindungan koreumen
wwadays Masyarakat atal pamenntah sebagnimana dimaksud pady ayat (1) hurul b, buruf ¢,
atau hunt d daukan kepsds peradian umam

(3] Ketentuan ebin larjut mergenal RErUDEN Al yang Desar cantay kovoan yang tdzk
sedikit sebagaimana dmaksud pace ayst (1) hurit d distur dengan Peraturan Pemerintan

Baglan Kedus
Fanyslesalan Senghete di ar Pungadilan

Pasal 4T
Peryelslalan senghats konsumen o Iuar pargadinn diselenggarakan untuk mardapal
kesepakitin mengenal oentuk dan besarnyn ganll rug dandatay mengenal trdskan lerznu

Egsﬁnnciz_!tagﬂfuﬂ_x 2k Wrulang kembal kerugien yang
Sderie 2Eh omgumen

Baglan Ketlga
Punyelasalan Sengketa Malalul Pengadiian

Pasal 48

Fefye edaian sngaeiz konsuren masl) PENQACSan mengacy peda keteniuan Inrtarg
feradilan Umum yang bere bk dangan mempernatian etentusn dalam Fasaj 45

BAB XI
BADAN PENYELESAIAN SENGHETA KOHEJMEN

Pazal 43

(1) Pematirdah mermbentuk badan Penyelesaian ssnghala konsumen df Dselah Tartghal 0|
itk peewpeiesaian sngkets konsumen o uer P dilan

(7} Untua gagat cangkat merEad angpota bacan penyelmasn sengRetl kongumen,
iSagoiang hares memenuhi syarat bbb ga) benbut

& wangs fegats Repoblic inconesig:
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berbadan sehat;

berkelakuan baik,

lidak parnah diiukom karena kejahatam,

memiliki pengeta husn dan pengalaman di bidang permdungan korsumen;
befusia sekurang-kurangrya 30 {tiga pulun) |EHuR,

el T N

(3] Angpota sebagaimana dimaksud pads ayat (2} tarcin alas unsur pemerirtah, Unisue
konsumen, dan unsur pelaku wsahe.

(4] Angpota setiap unsur sebagaimara dimaksud paa ayat [3) berumizh sedikii-dikitrya 3 (nga)
araryg, oan sehanyak-bamakmya 5 (ima) oreng

{5} Pengangsatan dan pemberhentian anggota badan penyelesalan sengheta konsumen
ditetapean clen Menterl,

Pasal 50

Badan panyelesamn senghela konsumen sebageimana oimakeud datam Pasal 45 ayat (1) erdin
alas i

A, kelua meranghkap anggota,
b, wakil ketua merangkap anggata;

c. anggata

Pasal 61

{1} Bedan penyilesaian sengkets konsurrin dalam menyalankan fugasnya dinantu alah
sekretariat.

{2) Sekretariat bacdan peryelesaian sanghela korsumen terdin Btas kepals sekretariat dan
anpggola sekretarlal,

{3) Penganghaten dan pemberhentian kepals sekretanal dan enggeda sekrelznal bacan
penyalasaian senghets korsumen ditetapkan aleh Marter

Pagal 82
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa kansumen melipu

4, melaksanakan penenganan oan penyelesaian sengheta Kansumen, dengan cara

medalul medlasi atau erbdirase atau konsiliasi,

memberikan koneultas peringungan konsumen;

melakulan pangawasan terfadap pencantuman kausuls oaky,

melaporkan kepada penyldik umum spebils teradl pelanggaran keleniuan dalam

Uindang-undang Ini;

€. mananima pangaduan baik leMuse maupun lidak tertulis, darl korsumen fentang
terjadinya pelanggaran terhacap perlindungan Korgiimen:

l[ meiakuian penelilian dan pemenssaan sengketa perlindungan kansumen

g memanggil pelaky Lsaha yang diduga telah meakukan pelanggaran terhadap
periindungan korsuman,

o L

b memanggl con menghadirken saks:, saks ahll darvatsy seliBp orang yang
danggan mengetahul pelangganan lerhadap Undang-undang i,

i memirta bantuan penyidix untuk menghadickan pelaky usaha, saksi, sake ahll,
atau seliap orang esbagaimana dimaksud pada hins g dan huruf h, yerng tidak
bersecis memeruhl panggilan badan penyelesslan sengketa komumen;

1. mendapatkan, maneliti danvatau merilai sural, cokuman, atau alat bukli lain guna
peryelidikan danvatau pemerkszan;

k. memutuskan dan menelapkar ads atai idak adanya keruglan di pinak
HEEUmBn;

I, memberitahukan pulisan kepada pelaiu usaha yang malakukan pelanggaran
tertadap perindungan konsumen

. merjatutikan sankel admirestratil kepada pefabu usara yang matanggar
Hetentuan Undang-undang ini.

Pasal 63

Kotentuan leth lanjut mengenai pelakearaan tugas dan wewenang badan penyelagalan
serghela korsumen Caerah Tingket || distur dalam suret keputugan menter,

Fasal &4

113 Untuk menanganl dan menyelesaixan senghela kansumen, badan penyeiesaian sengkela
karsuman memiarniu majelis,

[2) Jumaah anggota maeds sebagaimana cimaksud paca syal (1) harus ganjl can sedilt-cratnya
3 {tiga) orang yang mewakili semus unsur sebagaimana dimaksud galam Fasal 49 Byal{3), sera
cipaniu oleh 6e0rang panitera

13} Putusan majeiis bersifal final dan mengikal

(4} Kelentuan lelnis lebin [@njul mengenal pelaksanaan tugas majelis diatur gelam suaf
keputusan mertar,

FPasal 65

Badan penyziesaian senghketa konsumen wajib mengeiuarkan putysan paling lamoat dalam
wakty 21 {clua puluh satu) harl kerja selelan gugatan dierima

Pasal £8
11} Dalam waktu paling lambat 7 (t4uh) han kera sejak menerima putusan badan penyelesaan
sengheta konsumen sebagaimana dimaksud delam Fasal 55 pelaky usana wajib malaksanakan
puiUsan barsobut,

{21 Para mhak dapal mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negen paling lambaf 14 (empat
teles) harl ks setelah menerima pemberitahuan putusan tersabut

(3] Pelaku usana yang lidek mengajukan keberatan dalam jangka wahil sebagaimana dimakaud
paca ayal {2) danggap menerima putusen Badan penyelesalan sengkets konsumen

{4} Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) can ayat (3} tigdek dijalankan oleh
petaky usaha badan penyelesalan sergketa korsumen menyerahikan putusan levsabut Repada
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penyicik UNuK melakukan perryidikan sesuai dengan keferiuan peruncang-undangsn yang
berlaku

(8) Putusan badan penyelasaian sengkete koneumen sebagalmana dimakeud pace ayat
(&) merupakan bust permulaan yang cukup bagl penyidik untuk meiakukan penyicikan
Pasal 87

Putusan majelis sabagaimana dimaksud dalam Fasal £4 ayaf (3} dimintalan peretapan
eksekUsinys kepada Pengadian Negen di tempal korsumen yang dirugikan

Pasal &8

(1) Pengadilan Negen wajib mengaluarkan pulusan alas keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waltu paling lambat 21 {dua puluh salu) hari sejak dlerimanya
Kirbaratan,

{2} Ternadap putusan Pengadilan Megerni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para phak
dalam waldy palirg lambet 14 {empal belae) harl dapat mengajukan kasasl ke Mahlamah Aguig
Republik Indonesia.

{3} Mahkamah Agung Republik Indonesia walib mengeluarkan putussn dalam wakiy paling
lmmbat 30 (bga puiuk) harl sejak menerdma permofcnan kasas

BAB Xil
PENYIDIKAN

Pasal 68

(1) Selain Pejabat Polsi Megara Republik Indonesis, Pejabat Pegawal Moges Sipil ledanty di
linglomngn inetars| pemerinian yang Ingkup tugas dan langgung jawabrya di bidang
periindungan korsumen uga diber wewarang khusus sebagal permyidik

esbagaimana dimakeud delam Lindang-undang Hukum Acara Fidana yang berlaku
{2} Paryldik Pejabat Pegawai Meger| Sipil ezbagalmana timeksud pada ayal (1) berwenang

2, melakulan pamerssaan aas keberaran lBporan alau kelerangan barkenaan
dengan tindak piclena di bidang perlindungan kongumear,

b, metakukan pemarikeaen terhadap orang 8@y badan hukum yang ciduga
rmetakskan tindak pidana di bicdang perindungan Konsumen;

€. meminta kelefangan dan bahan bukti osrl crang sty badan hukum sehubungan
gengan pensiiwa tndax pidana di bidang perindungan komsurmen,

d. melakukan pemerlksaan atas pembukuan, calatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di tédang perlindungan kaniumen,

¢, melakukan pemariksaan di tempat ledenty yang cduga terdapat fahan bk
sorta melakukan penyitaan erhadap barang nasil pelanggaran yang dapal
dijadikan bukil dalam perkara tindzk pidana di bidang pedindungan konsumen,

f.  meminta banliuan ahli dalam rangka pelaksanaan lugas penyidikan tndak pidana
di bidang perlindungan konsumen

(3} Penyidik Peiabal Pegawal Megen Sipd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mamberita hukan
"“___._.__Lmuﬂ.w penyigikan dan rasil permadikannya kepada Peryloik Pejabat Polisl Negara Reputik
noonesia

{4} Penyldi= Pejabat Pegawel Negeri Sipil sebagamana dimaksud pada ayal (1) menyamgaalkan
"._.EM_" penydkan kepaca Penuniut Umum matalui Penyidik Pejabat Pofisi Negara Repubilik
orniega.

BAB X
SAMNKS
Baglan Partama
Sanks] Adminlstratlf

Pasal 80
{1} Batan penyelesaian sengkela kansumen berverang menjaiuhsan saniesl administratd
WHEMM pelaku usana yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan avet (3), Pasal 20, Pasal 25 dan
asal g

[2) Sanks| administratif berupa panetapan gant rugi paling banyak Rp 200 009,000,00 (dua mlus
Jula rupiah)

{3} Tala cara peretapan ganksl aaminstralif sebageimena dmaksud pada avat (1) digtur lebin
lanjut delam peraturan perundang-undanpgan

Baglan Kedus
Sanks| Pidana

Pasal 81

Fenuniutan pidane dapat dilgkukan larhadap pelaky useha dan/atal pengurushya.
Pazal 82

(1) Peiaku usana yang melanggar ketentuan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10, Fasal 13 ayal (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) hurud a, hurdf b, hurdf ¢, hurut e, ayat (2},
dan Pasal 18 dipidana dengan picana perjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denca
paling banyai Rp 2,000 000 000,00 (dua miliar ruplah)

(2] Pelaku ukaha yang melanggar keteniuan sebagaimana dimaksud datem Pasal 11, Pasal 12,
Pasal 13 ayat (1), Pesal 14, Pesal 16, dan Pas4l 17 ayat (1) runufl d dan huruf [ dipidang dengan
picana penjara paling lama 2 (dua) tahun &tau plcans denda pafing banyak Rp 500 000,000,00
{lima ratus uig rupiah)

{3) Terhadap pelanggeran yang mengakioatkan luka beral, sakt bera, cacet tetap atau sematian
difmerakkan ketantuan plcana yang barlaku.

Pasal 83

Terradap sarksi pidana sebagairmana dimaksud dalam Pasal 62, dapal dijgtuhian hukuman
tambahen, berups’
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& perempeEan barsng terenty,

b pergumuman kepuasan hakem

€ pembaysran gand rog,

4. petietat penghentan kegintan fenenty Yang menyebanian tBu e kerugian
HErwuTan,

€. kewaliban penarian bareng dan peredaran’ alau

I percebutan lzin unata

BAEB XIv
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Begals ketentuan peraturan pefUndang-undangan yang berlujusn malindungl konsyrmen yarg
lelsh aoe pada sast Undang-undang inl giundangkan, oinystakan tetap beraky sepanjang tidak
Gt s Wiwus danalau tidek berfentargan dengan kelentuan dalan Undang-undang ri

BAB xv
RETENTUAM PENUTUP

Pasal 88

Lindang-undang inl mytal beriaia seialsh 1 (st} Sahun seyak dungangan

]

T #2580 O ang mangetahuinya, memesrtanian PENQUNCANGAN Undang- unaang ini dergan
rempalanmya dalam Lembaran Negars Repubik indanasls

Dmahhan gl Jskaria
s ngpal 20 Aonl 1863
PRESICEN REPUBLIK MOONEBA

frd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundargian di Jakarts

da | 20 April 1569
?qﬂﬁﬂsﬁﬂu SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Digital Repository liJniversitas Jember

i

AKBAR TANDJUNG

LEMI3ARAN NEGARA REPUBLK NOONESIA TAHUN 1560 NOMDR 3

S ——— e e ——

PENJELASAN
ATAS

UNDANG -UNDANG REPURBLIK INDONESLA
NOMOR 8 TAHUN 182

TENTAMG
FERLINDUNGAN KON SLMEN

wilmyah sualu nagars, sahingga barang dandatay Jmia yang dilawarkan borvariasi balk
Prudulesl luar reger maupun produks! dalam negar

Konaisl yang demikien pace satu pirak MET Pyl mantas! bag) konkumen iarens
lﬁizgisﬁ%} NG CIENgIIKEN dape! leTpenut serts
l:ix:EElfal!Erl:!ﬂ:ii.lﬁ: mitas barang
dar/alay [dsa segual dengan kEnginan can KEmamouan orsumen

Fakdor wama yang mergd selematan kongurmien adalan fingaa: aesacaran RO N
akar fhaknys mawn rendah Hal ini terutama dissbabiken aleh Torda s pendichian
kormuman, Cleh karena Iy, Undang-undsng Periindungan Kaneumen dimaksauckan
mimeiadi landasan hukum yang kuat Dagi pamernfiah dan lembags perlindungan
krmumen seadays masyarakal untuk melsksan upaya pemberdayaan konsumen
iaig peTCataan Qan pENGIGn nsUTen

Upaya permterdayaan nl penting sarera toak Mucah mengnarspean oesacian petasy
Laana yang pada dasarmyn printip exanomi pels LRara adalah mendapa! keurtuncan
¥ang semaksimal munghin dengan mods saminimal mungsin. Frinip ini sangat
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potensla’ merugikan kepentingan konsumen, bak secara langsung maupun icak
IBngELng.

Alas dasal kordsi sebageimara dipaparkan o atas, perlu Upaya pembercayaan
kzneumean malalul pemioentukan undang-undang yang dapal malindungi kepenlingan
konsuman secara integratil dan komprehensil serta capat diterapkan secara efekt! di
masysrakat

Paranti hukum yang melindungd korsumen ficak dmaxsuckan wnfulk mematliken usaha
para pela bk usaha, telapi justny sebaliknys perlindungan konsumen dapatl mandorong
{dim berusata yang sehal yang mendorang lahimya perusahaan yeng tanggun dalgm
mengnadapi persaingan mekakl panyediaan barang danfalBu jasd yang berkualitas

[ samping iy, Undang-undang tantang Ferlindungan Konsumen Inl datam
pelakgaraannya telap memberikan pertatian khusus kepada pelaky wsaha kecll dan
manengah, Hal lbu dilakukan melalul upaya pembnaan ¢an penerapan serkel alas
pelanggarannya,

Ungarg-undang tertang Perlindungen Konsumen ini girumuskan dengan mengacy pada
liosol pembangunan nasional bahwa pemangunen nesianal lermasuk pembangunan
hukum yang mamberikan perlindungan lerhacap konsumen adaleh dalam rangka
membangun manusia indonesia seutubnya yang berlandaskan pada falsalan
kenegaraan Republix Indonesa yaitu dasar negara Pancasila dan konsliusl negara
Undang-Undang Dasar 1945

Ci samping itu, Undang-undang tentang Ferlindurgan Konsumen pada casamya bukan
misrupakan awal dan akhir dan hukum vang mengatur tenlang pedindungan kengumer,
sabab sampai pada lerpeniukmya Undang-undang tentang Perindurgan Kensumen ini
lelah ada beberapa undeng-undang yang materinye melindungi kepentingan koreumer,
saperti

&. Urdang-undang Nomor 10 Tanun 1961 tamtang Penelapan Peralurén
Pemenniah Pengganli Undang-undang MNomeor 1 Tahun 1851 tentang Barang
menjadi Lindang-undarng,

Undang-undang Momiar 2 Takun 16685 1entang Hygiene;

Undang-undang Momar & Tabun 1574 tentang Pokok-Pokok Pemeridahan di
Caerah;

Undang-undang Momar 2 Tahun 1881 tentang Matroiegl Lega,
Undang-undang homgr 3 Tanun 1982 tentang Wallb Daftar Parsanaan,
Undang-undang MNomar § Tahun 1584 tentang Perindusirian;

Undang-undang Momar 15 Tahun 1885 tanlang Kelenagalistrikan,
Undang-undang Momor 1 Tahun 1887 tentang Kamar Dagang can Industr;
Urdang-undang Momor 23 Tehun 1852 tentang Kesehaltan,

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1854 wntang Agreement Estabiishing The
World Trade Organization | Persetujuan Pembentubkan Organsasl Perdagangan
Cunial;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1835 tantang Persaroan Terbalas,
Undang-undang Momor 8 Tahun 1825 tenteng Usaha Kecl,

Urdang-undang Momor 7 Tahun 1836 lantang Fangan,

Urdang-undang Nemor 12 Tahwn 1297 lentang Parubahan Atzs Uncang-undarg
__._w%.nﬁu sebagaimana telah diubah dangan Lincang-Undang Mamar 7 Takun
1287,

1l

L e e

gg =

@, Undzang-undang Nomar 13 Tanun 1857 leptang Perutahan Atas Lincang-undang
Momer B Takain 1268 tentang Palen;

p. Ungang-undang Momes 14 Tahun 1987 téntang Ferubafan Atas Undang-undang

Mamaor 18 Tahun 1988 &ntang Merek,

Lindang-undang Nomor 23 Tahwun 1287 tentang Pengelolaan Lingkungan Hdup,

Uindang-undang Momor 24 Tehun 1907 tertang Penyiaran;

Undang-undang Momar 25 Tahun 1997 lenlang Kelenagakerjaan,

Unidang-undang Nomar 10 Tahun 1858 terdang Perubahan Alas Lindang-undang

Momor 7 Tahun 19592 tentang Perbankan

= omh g

Perlindungan korsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan
Irtelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perindungan Konsumen in
kerena sudah distur dalam Lindang-undarg Momoar 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta,
Undang-undang Nemos 13 Tahun 1887 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14
Tahun 1927 tertang Merek, yang melarang menghasikan alauw mempesdagangkan
barang danfateu [asa yang melanggar ketentuan tertang HAKL

Derrmkian juga pamingungan konsumen di blidang lingkungan rdup tidak diatur dalam
Urdang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karera ielah diatur dalam Uncang-
uncang Momor 23 Tahun 1887 tenlang Pengaiciaan Lingkungan Hidup menganai
kewajiban satap orang uniul memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sana
mancegah dan menengguiangi pencemaran dan penusakan lingkungan hedup

Di kemudian hari masih terbuka Kemungkinan lertanlubmya Lndang-undang Saru yang
pada dasarnya memuat keteniuan-ketEentuan yang melindungl korsumen, Dengan
demisan, Undang-undang lentang Perndungan Konsumen ini meruspakan payung yang

mengmegrasikan dan memperkuat penagakan hukum o bidang periindungan
kermumen,

Il PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angsa 1
Cuhup jelas
Angia 2
Di dalam kepustakaan ekoromi dikenal istilah koneuman akhir dan konsumen anfard. Konsumen
akhir adalah penggura atau pemanfaal akhir dan suatu produl, sedangkan konsumen aniars

adalah konsumen yang menggunakan sualu produk sebagal bagian dar proses produksl sualiu
produk @innya. Pengertian konsumen dalam Lindang-undang ini adalah konsumnen akhir

Argka 3

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengerian in scaah perusehaan, korparas, BUMR,
keperas|, mparlir, pedagang, disinoutor dan Gin-ain.

Angea 4
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Cukup jelas

Argha §

Cukup |eas

Angha §

Cusup |eias

Angka 7

Cukup [elas

Angha 8

Culup mlas

Angka ¥

Lambaga Ini dibeniuk unbk mansnghaikan partsipzs masyarakat dalam upaya parlingungan
kongumen serta manurukian bahwa perlindungan konsumen ménjad anggung jFwab barsarma
antara pemaringan gan Mesyarasat.

Angra 10

Cukup jelas

Argha 11

Badan ini dibentuk unluk menangan| peryelessian sergkela konsumern yang efisien, cepat,
mirah dan profesional

Angka 12
Cukup jelas

Angsa 13
Cukup jeias
Pasal 2

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagal usaha bersama bardasarkan 5 {lima) asas
yang relevan calam pembanguran rasional, yaitu

1. Asas manfaat dmaksudian untuk mengamanatkan bahwa §ea5 upaya
daiam penyelenggaraan perindungan kansumen ks memberikar
manfaal sebesar-besamya Gagi kaperiingan konsumen dan pelakd
us3ana sacara keseluhuhan

Pagal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Hurufa
Culup glas
Huruf b
Cukup elas
Huruf ¢
Culkup jelas
Hurul' d
Cukeups jalas
Huruf e
Cusup jelas
Huruf f
Cubup jelas

Hurul g

gy W

- ABas Keadan dimaksudkan agar partsipasi seluruh rekyat dapat

Ewliidkan secara makemal dan memberikan kesempatan kepada
kansumen can pelaku Usaha unduk memperaleh haknya dan
melassenakan kews|ibannya secara adll

- Asas keseimbangan dimaisudien untuk memberikan kesaimbangarn

antara kepentingan kopsumen, pelaky Usata, dan pemefintah daiam ary
materil atzupun dpibual.

. Asak keamanan dan keselamatan kongumen dimaksudian untuk

maembenkan jaminan alas keamanan dar keselamalan kepada
Konslamen dalam penggUNean pemakaian dan pemarfaatan barang
danatau [ssa yeng disorsumsl afad digunakan

Agae kepastian hukum dimaksudkan agar baix pelaky Usaha maupun
HOMgLTHe mengati hukurm dan mamperolen keadian dalam
penyelenggaresn perlindungan konsumen, serta negara manjamin
kepastan hukum

Har untuk diperlasuaan atau oidyani secara benar dan jujur serta fida k diskriminatif berdasarkan
suku, agima, budsys, daerah, pendidikn, ks, miskin gan stafs soeil innya.
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Huruf h
Clikip jelas
Huruf |
Cukup jelas
Pasal 5
Cukeup jelas
Fasal §
Cukup |elas
Pasal 7
Hurul a
Cukup |elas
Huraf b
Coukup jelas

Hurufg

Priaku usand dlarang membeda-pedekan konsumen dala™ membenkan pelayanan Pelatu
ueaha dilarang membeca-bedakan mulu pe@yanan kepada konsumuen

Huruf d
Cubup jelas
Hurt &

Yaryg dimakeud dengan barang dandatau jasa tertentu adaizh Darang yang dapat diuj alzu
dicoba farpa mengakibalkan kerugakar atay senugian

Huuf f
Culp jelas
Huruf g
Cukup jelas

Peeal 8

Ayal (1]

Hurul &
Culp jelas
Huruf b
Culedp jelas
Humif ¢
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jgias
Huruf &
Culp jelas
uruf
Cukup @las
Huruf g

Jangka wakiu perggureanpemanfaatannya yang paling balk adalah teremahan dan kata bast
bafare yang biasa diguna'an calam labe! procuk makanan

Huruf n
Cukup jelas
Huruf |
Cukup jalas
Hurl |
Cubup plas
Ayai (2]

m!w_._m.nﬁnﬁ yang dimaksud edalan barang-bargng vang fcak membahayakan sansumen dan
sesual dengan kateniuan perundang-undangan vang beriaku.

Ayat (3]

Sedisan farmasi dan pangan yang diraksud acalah yang membahayakan korsumen menun
peralutan perundang-uncangan yang berlaku


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Ayat (4} Cusup jelas
Menlen dan merzerl leknes bervenang menark barang danfalau [ase dan peredaran Pasal 13

Pasal 9 1 Ayat (1)

Mat (1) Cusup jelas

Cubap pelas Ayat (2}

Ayat (2] Cukup |elas

Cukup |elas Pasal 14

Ayt (3 Cukup jelas

Cubuip jelas Pacal 15

Pasal 10 Cukup |eias

Cukup [elas Pagal 18

Pasal 11 Cukup elas

Huruf & Fasal 17

Cuhip jalas Ayal (1)

Hurul b Cukup wlee

Cukup jelas Ayal (2]

Hurufg Cusup jelas

Cukup jelas Pasal 18

Huruf d Ayat (1)

Yang cimalsud oengan umian ferloni oan Wit yang CURLT acaiah umiEl yang memadai Larangan Ini dimaksudken untuk monempatkan Keduduksn keneamen setars dengan pelaky
Besual dangan antisipasi permirtaan konsumern, wsaka perdasarkan pfinsip kebebasan berkontrak
Huruf & Hurufa

Cubup jelas Culoup jelas

Huruf f Huruf &

Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 12 Huruf ¢
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Cukup elas
Hunaf o
Cukup jaias
Huruf e
Cuhup jelas
Huruf f
Cukup |elas
Huruig
Cukup jelas
Huruf iy
Cukup |elas
Ayat (2
Curup jeas
Aot (3)
Culeup jelns
Ayat (4]
Culkep jelas
Pagal 19
Ayt (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayal (3)
Cubug jelas

Ayat {4)

Cukup elas
Aval [5)
Cukup jeras
Pasal 20
Cukup jerlas
Fasal 31
Aal (1)
Cukup jelzs
At (2)
Culkup jelas
Pasal 22
Ketanluan ini dimaksudikan unluk manesapkan sietem te bar pemouktian terbalik
Pasal 23
Cukup jalas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup |alas
Ayal(2)
Culup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup |2'a6
Ayat 1)
Cukup las

Pasal 25


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Cukup jelas
Paeal 27
Hurul a
Cubup jelas
Huruf i

Cacal limbul dl kamudian harl acalah sesuidan tanggal yang mercapal [@minan dar| pelaky usaha
sebagaimana diparjanikan, ik teriulis maupan fsan.

Huruf g

Yang oimaksud cengan kuashikasi barang acalah ketenbusn standmisas: yang esh ditetaphkan
pemerimah berdasarkan kesepakatar samus pingk

Huruf d
Cukup glas
Hurif e
Jargka wakid yang diparjanjikan jfu adalah masa garars:
Pasal 28
Culeap Jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayl (2]
Cukup je2s
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayal (4}
Culup elas
Ayal (5)

Cukup elas

Posal X
Ayat (1)
Culup jelas
Ayat (2]

Yang dimassud dengan menler lekrs agaiah menlar yang Sertanggung j@wab secam teknis
menurul selang tugasnya.

Ayat (3]
Pengawasan yeng diakukan olsh masyarakat dan lembaga perincungan Konsumen swadaya
masyarakat dilskukan al#s barang danvatau jasa varg beredar di pasar dengan cara penelitizn
pengujizn dan'atay survei.

Aepak pengawassn meiipoli pemuatan informas! lentzng risiko pengguaaan barang jika
dihansskan, pemasangan @bel, pengikdansn, dan izsin-laln yang disyaratkan berdasarkan
ketentuan peraturan penundang-undangan dan kebigsaan dalam praktk dunia Usahg
Ayat (4)

Culup jalas

Ayal(§)

Cukup jelas

Byal (5)

Cukup eles

Pagal 31

Cukup jglas

Fasal 32

Cubup wlas

Pasal 33

Cusup jolas

Pasal 34

Ayl (1]

Huruf &
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Cukup |eias
Huruf b
Cubup jelas
kurufc
Cukup [elas
Huruf d
Cukup |eias

Huryf &

Kebarpihakan kepada konsumen dimaksudkan Lns

tarhadap kongumen (wisa consumeansn),
Huruf f

Cukup jelas

Hunif g

Cukup |elas ]

Ayt [2)

Cubup jelzs

Pasal 35

Ayat (1)

Jumiah wakil seliap unsur bdak harus sama.

At ()
Culup jelas
Bl 3
Cubup jelas
Ayat {4
Cukup jeas

Pagal 38

uk menngkatkan sikap pedull yEng tingl

Huruf =

Cikip jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelss

Huruf g

Akademis| adalah meieka yang berpendicikan finggi dan anggota perguruan tingg
Huruf g

Tenaga ahli acalah merexa va ng berpengaiaman ol bidamg rerlircungan korsumen
Fasal 37

Cusup jelas

Fasal 38

Huruf a

Cukup jelas

Huwul b

Cukup jelme

Huruf ¢

Cukup jelas

Hurut d

Sakit secara lerus menesus sehingga tidak mampl melaksanakan fUgasnya
Huruf &

Cukup jeias

Huiruf t

Cukup jetas
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_um.m.E )
Ayat (1)
Cukup |eas
Awat (20
Cubup jelas
At (3)
Cubup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Culup jelas
Ayal (2)

Yang oumakeud dengan dengan kepuhusen Ketua Bacan Perindungan Korsumen Nasions!
adalah kepulusan yang chetapsan berdasarkan musyawarah anggata,

Pasal 41 )
Yarg dimaksud cengan cangsn kepulssan Kelua Badan Perlindurgan
Kongumin Maslonal adaah keputuean yang ditstapsan bardasarkan
miusyawarah anggoia

Pa.sal 43

Cubup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Faeal 44

Ayal (1)

Yang cemaksud dengan memenuhi syaral, antara lain, lerdaflar dan diaku serta bergerak di
bidang peflindurgan konsuman,

Ayal (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukp elas

Ayl (4)

Culwp jelas

Facal 45

Ayat (1)

Culup glas

AyEl (2]

Paryelesdan seng«eta konsumen sebagamana dimakead pada ayat ind tidak menutup
ke mungkinan perye'esdian gamai oleh para pihak yang Dereenghata, Pada sehap tahap

diusahaken Lntuk menggunasan penyelssalan damal pleh keoua belah pinak yéng bersengseta.

Yeng dimaksud dengan penyelesalan secara camel delsh penyelesaian yang dilakukan oieh
kocua belah pihak yang bersengkets (peleku usgha dan konsumen) lanpe melalul pengacdizn
_m_.___mc badan penyelesaian senghela ronsuman dan fidak bertertangan cengan Lindang-undarg
Ayat (3}

Cuhup @ias

fat ()

Culup jglas

FPagal 45

Ayal (1)

Huruf &

Cukup jelas r.r.\..

Huiruf b

Undang-undang in: mengakui gugatan kelmpok atau class action

Gugatan kalampok alau class action harus diajukan oleh korsumen yang benar-benar dirugikan
dan capal cibuklikan secery Nukum, salah eatu diantaranya adalah adamya Dokl ransaksi

Huiuf e
Lk |eias

Huruf d
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Toiok ukdr kerugian maler yang besar dandtau kortan vang bdak sedikd yang coskai acalah
besar campaknya lerhadep konsumen

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayal (3]
Cusup Jelas
Pasal 47

Beniuk jaminan yang dimaksud dalam hal inl penspe permvataan temuds
yang menasangkan bahwa lidak akan terularg kermball perbuatan yang
tatah merugikan konsumen ersebae

Fasal 40
Cukup [eds
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup |elas
Ayt (2
Cu'up jelas
Ryab (3

Ursist koneurnen acaah lembaga perlirdungan konsumen sw2ddys masya akat atay
sekelompok kongumen

Ayat (4)
Cukp elas
Ayal (6]
Cukup |elas
Pasal 50
Cukup jelas
Pagal 51

Ayat (1)

Crkup |jelas
Ayt 2
Cuhup jelas
fugat [3)
Culeup jelas
Pasal 52
Cusup jelas
Fasal 53
Culup jelzs
Pasal 54
At (1)
Cukup jelas
Ayal (3)
Cukup jelas
Ayat(3)

¥ang dimaksud dengan putussn mejelis persifal final sdakzn bahwa dalam badan penyelesaian
sengheta konsumen boak ada upaya banding dan kasas.

Avat (4]
Cubup elas
Pasal 55
Cunup jalas
Fasal 56
Ayal (1)
Cukup jelas
Ayl (2]

Culwup jelas
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Ayal (3)
Cukup jelzs
Ayal (4)
Culup jelas
Ayt (5)
Cukup jelas
Pagal 57
Cukup jelas
Fasal 58
Ayat (1)
Culedp jelas
Byt ()
Cuwap jBlas
Ayat (3}
Cukup jgas
Faeal 59
Ayal (1)
Culeup jelas
Avat(2)
Cukup |eias
Ayat (3
Cukup plas
Ayat (4]
Cukup jelas

Pasal 60

|
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|

Ayl (1)
Culkup jolas
Ayat [2)
Culeup jalas
fuyal [3)
Cukup jelas
Pagal 61
Cukup jeias
Paeal G2
Ayat{1)
Cukup jeles
Ayel (2]
Cukup jelas
Al [3)
Cukup |elas
Pasal 63
Cukup juae
Fazal &4
Culup mlas
Pasal 65

Cadiup |elas
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